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SAPA REDAKSI 
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Memasuki penerbitan triwulan ke-empat, yang diramu dalam Edisi-4,                

Oktober – Desember 2018, Redaksi berusaha keras untuk bisa menghadir-

kan berita-berita yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi para     

pembaca.  

Seperti kita ketahui bersama, bahwa pada 27 Oktober 2018,              

perjuangan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia telah 

memasuki tahun ke-73, yaa Hari Listrik Nasional Ke-73 atau biasa dikenal 

dengan HLN Ke-73.  

Sudah kita rasakan bersama, kemajuan dan perkembangan jumlah 

pasokan listrik yang disediakan PLN terus meningkat dengan kualitas dan 

keandalan yang semakin membaik. Tidak terasa  pula, ternyata banyak       

purnakarya atau pensiunan PLN yang juga masih peduli dan berkonstribusi 

membantu ikut memajukan PLN tercinta.  
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SEMANGAT & SEMAKIN SEMANGAT 

Pembaca yang budiman, 

Semangat & Semakin Semangat 

terus terpancar pada pribadi-pribadi 

pensiunan PLN yang tergabung dalam 

Perkumpulan IKPLN.  

Betapa tidak, dengan tersedianya    

fasilitas untuk saling menerima dan    

memberikan komunikasi melalui 

IKPLN News ini, maka gerak langkah 

IKPLN dalam usaha untuk  terus dapat 

meningkatkan kesejahteraan anggota, 

semakin terasa di seluruh lapisan 

komunitas pensiunan PLN. 
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SAPA REDAKSI 

Dalam Edisi-4 ini, sekaligus menyambut HLN Ke-73, dua mantan Direktur    

Utama PLN, berdasarkan pengalaman nya memimpin PLN, telah berkenan   

memberikan masukan bagi kita semua, melalui tulisan yang bisa dinikmati 

para pembaca.         

Melalui semangat yang semakin meningkat, cukup menggembirakan bila 

ternyata banyak juga muncul kepedulian diantara anggota IKPLN terhadap 

masalah yang menjadi perhatian bersama.  

Salah satu yang sering ditanyakan dalam pertemuan atau obrolan-

obrolan para pensiunan, antara lain adalah banyaknya penawaran 

peralatan hemat energi yang menjanjikan bisa menurunkan pembayaran 

rekening listrik. Untuk itu Redaksi mencoba meminta masukan dari teman-

teman PLN bagaimana sebetulnya yang terjadi, dan menuangkannya dalam 

Edisi-4 ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan masukan yang 

benar bagi kita semua.  

Semoga semangat dan kepedulian yang terus tumbuh dan berkembang 

dengan baik di lingkungan IKPLN akan menghasilkan peningkatan            

kesejahteraan anggota, sehingga semua anggota menjadi lebih sehat dan 

bahagia. Hal ini diharapkan akan tercermin dalam semaraknya para 

pensiunan menyambut dan mengisi kegiatan-kegiatan HLN Ke-73. 

 

Selamat Menyambut Hari Listrik Nasional Ke-73 

Salam Sejahtera & Bahagia Bagi Pensiunan PLN  
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Pedoman Tata Kelola untuk            

pengoperasian organisasi IKPLN Berbadan 
Hukum telah disusun oleh Tim             
Transformasi IKPLN Berbadan Hukum. 

Pedoman dalam format Good          
Governance  dimaksudkan sebagai acuan 
dasar dan arahan organisasi. Pedoman ini 
perlu dijabarkan dalam petunjuk       
Pelaksanaan pengoperasiannya. 

Pedoman dimaksud telah dibahas   
dalam Forum Group Discussion (FGD) di 
Wisma Cipayung milik PLN Distribusi DKI 

pada tanggal 27, 28 September 2018 yang 
mengundang Pengurus 10 IKPLN Daerah 
Jawa dan Bali untuk mendapat masukan 
dan memvalidasi hasil rumusan Tim.  

Forum tersebut sekaligus mencoba 
mengoperasikan (trial run) system aplikasi 
keuangan dan pelaporan (PSAK 45) yang 
nantinya akan digunakan untuk mencatat 
dan menyusun Laporan Keuangan 
(sebagai konsekwensi organisasi            
Berbadan  Hukum) yang dikonsolidasikan 
IKPLN Pusat. 

 Oleh : Tim Transformasi IKPLN Berbadan Hukum. 
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BERITA UTAMA 

 Penyusunan Pedoman Tata Kelola 
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IKPLN Berbadan Hukum 

1. IKPLN sebagai Badan Hukum  
Tetap bisa melakukan kegiatan sosial 
sebagaimana yang dilakukan selama 
ini dengan lebih akuntabel / 
accountable; 

2. IKPLN sebagai Badan Usaha 

IKPLN bisa melakukan usaha (binis) 

termasuk dapat membentuk 
Badan Usaha. 

IKPLN lebih kuat karena IKPLN 
merupakan satu-satunya organisasi yang 
legal bagi pensiunan PLN dan Anak Anak 
Perusahaannya. 
 

Secara garis besar hasil Forum :  

A. Tujuan IKPLN berbadan Hukum : 
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BERITA UTAMA 
B. Pola Usaha (Bisnis) IKPLN terdiri dari 4 pola : 
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1. Kerjasama usaha dengan pihak lain 
harus jelas manfaatnya untuk IKPLN, 
karena berdasarkan pengalaman ada 
bisnis di Jawa Timur yang mengkaitkan 
dengan nama IKPLN namun IKPLN 
tidak mendapatkan manfaat dari 
usaha itu; 

2. Terdapat keterbatasan SDM di IKPLN 
dalam melakukan usaha, karena  
anggota IKPLN banyak yang 
kompetensinya belum bersertifikat 
disamping lokasi tempat tinggal  
mereka jauh dari lokasi mereka 
dibutuhkan; 

3. IKPLN dapat melakukan kerjasama 
dengan pihak lain untuk periode 
tertentu misalnya mengadakan 
Seminar, sepanjang IKPLN 
mendapatkan manfaat dari kerjasama 
ini (tanpa minta ijin IKPLN Pusat), 
sebagaimana dimaksud dalam bisnis 
Pola I; 

4. IKPLN dapat melakukan kerjasama 
dengan pihak lain membentuk badan 

usaha dengan modal disetor yang 
dibayar setelah usaha tersebut 
mendapatkan laba (dibayar melalui 
Deviden) dan diupayakan ada wakil 
IKPLN sebagai pengurus Badan Usaha 
tersebut;  

5. IKPLN Pusat dapat melakukan 
kerjasama usaha dengan PLN Pusat  
atau pihak lain (sebagai payung 
hukum) dan pelaksanaan dari 
kerjasama tersebut dilakukan oleh 
IKPLN Daerah/Cabang; 

6. IKPLN memiliki satu NPWP yang 
digunakan oleh IKPLN (konsolidasi). 
IKPLN Daerah dan IKPLN Cabang 
akan menggunakan NPWP yang sama 
dengan kode nomor perpajakan 
tertentu yang akan diinformasikan 
lebih lanjut; 

7. Badan usaha existing yang ingin 
bergabung dengan IKPLN tidak 
mengharuskan saham yang dimiliki 
IKPLN mayoritas, namun 
keikutsertaan bisa dalam bentuk 

Tanggapan Peserta Diskusi : 
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BERITA UTAMA 

7.  golden share atau dibayar melalui 
deviden; 

8. Setiap akan melakukan kerjasama 
harus dibuat analisa dan Kelayakan 

Operasi (KKO) & Kelayakan Finansial 
(KKF) seberapa besar manfaat untuk 
IKPLN dan seberapa besar resiko yang 
mungkin timbul bagi IKPLN. 

C. Tata Kelola Keuangan dan Akuntansi 

1. IKPLN harus membuat Rencana 
Kerja & Anggaran Perkumpulan 
(RKAP)  yang berisi Rencana Kerja 
untuk tahun berikutnya. Dalam 
RKA tersebut dimuat kegiatan-
kegiatan yang akan dilakukan dan 
rencana pembiayaannya.  
Selanjutnya dirangkum dalam 
rencana program yang berisi: 
rencana Aktivitas, rencana posisi 
keuangan dan rencana cash flow; 

2. RKA tersebut dibuat mulai dari 
IKPLN Cabang, digabung oleh 
IKPLN Daerah dan dikonsolidasikan 
oleh Pusat menjadi RKA IKPLN; 

3. Realisasi RKA Daerah dan Cabang 
dilaporkan dalam bentuk Laporan 
Aktivitas, Laporan posisi keuangan 
dan Laporan cash flow yang 
dikonsolidasikan IKPLN Pusat 
menjadi Laporan Tahunan IKPLN 
dan akan diaudit oleh Akuntan 

Publik; 
4. Pelaksanaan penyusunan laporan 

tersebut di atas dilaksanakan dengan 
menggunakan aplikasi Akuntansi dan 
Keuangan yang sudah disiapkan; 

5. IKPLN diijinkan memperoleh 
pendapatan dari : 
a. Kerja sama dengan pihak lain 

tanpa membentuk badan usaha; 
b. Penyertaan Saham dalam suatu 

badan usaha; 
c. Penggunaan nama IKPLN oleh 

pihak lain; 
d. Sumbangan dari pihak lain yang 

tidak mengikat. 
6. IKPLN Cabang/Daerah harus hati-hati 

menyimpan bukti setor pajak/bukti 
potong pajak/faktur pajak karena 
dokumen tersebut akan menjadi 
bukti bagi IKPLN Pusat setiap tahun 
untuk laporan pajak terhutang. 

D. Tata Kelola Administrasi 

1. IKPLN Pusat akan menerbitkan 
Keputusan mengenai Tata Laksana 
Persuratan dan Pengarsipan (TLPP) 
dilengkapi dengan Petunjuk 
Pelaksanaan yang dimaksudkan 
untuk ketertiban, keseragaman 
dan kemudahan dalam surat me-
nyurat dan Pengarsipan di IKPLN; 

2. Logo IKPLN tetap seperti semula, 
sesuai ketentuan yang diatur dalam  
Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga  
IKPLN tahun 2018; 
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BERITA UTAMA 
3. Kop Surat sesuai contoh:  PERKUMPULAN KELUARGA PENSIUNAN 

PERKUMPULAN KELUARGA PENSIUNAN LISTRIKNEGARA 

SEKRETARIAT 
TELEPON / FAX 
E MAIL 
BANK 

: 
: 
: 
: 

ditulis alamat kantor IKPLN 
ditulis nomor telp / fax 
ditulis alamat e mail 
ditulis nama Bank        No. Rekening:........................ 

  

4. Organisasi Daerah dan Cabang  yang 
Pengurusnya dalam Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga    
ditentukan  jumlahnya, uraian      

jabatannya perlu  menyesuaikan 
dengan Uraian Jabatan Oganisasi 
IKPLN Pusat yang tercantum dalam    
Pedoman Tata Kelola. 

E. Pemberdayaan  Sumberdaya Manusia: 

1. Tujuan utama adalah untuk 
memberdayakan SDM Pensiunan 
PLN yang memiliki Kompetensi 
tertentu; 

2. Agar dapat mengelola dengan baik, 
idealnya harus ada lembaga legal 
yang bisa mengikat kontrak yaitu 
Suatu Badan Usaha yang khusus 
menangani SDM dimaksud; 

3. Terdapat 3 alternatif usaha jasa 
tenaga kerja yaitu : 
a. Berperan sebagai perantara atau 

Labour Supply; 

b. Berbentuk KSO; 
c. Mengelola sendiri secara penuh. 

Ketiga alternatif tersebut              
mem-punyai konsekwensi masing-
masing dan usulan yang dapat dipilih 
adalah KSO; 

4. IKPLN  mempunyai keunggulan dan 
VALUE yang perlu dikwantifisir     da-
lam bisnis, antara lain: Network dan 
SDM yang  kompeten; 

5. IKPLN menjadi HUB antara Demand 
dan supply dan Penjamin                
kompetensinya. 

HASIL BAHASAN ASPEK LEGAL PEDOMAN TATA KELOLA: 

 Pengertian “Badan Hukum Perkum-

pulan” adalah Badan Hukum yang meru-
pakan kumpulan orang, didirikan untuk 
mewujudkan kesamaan maksud dan 

tujuan tertentu dibidang usaha, sosial, 
keagamaan dan kemanusiaan dan          
tidak membagikan keuntungan finansial 
kepada anggotanya.  

TATA KELOLA HUKUM/KEPATUHAN BADAN HUKUM dan BADAN USAHA 

A. BADAN HUKUM PERKUMPULAN 

 Badan Hukum IKPLN adalah 
Perkumpulan Ikatan Keluarga Pensiunan 
Listriknegara disebut IKPLN. 

1. Struktur Organisasi :  
IKPLN Pusat, IKPLN  Daerah dan IKPLN 
Cabang. 
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2.  Logo IKPLN 
 
 
 
 
 
3. Sarana pendukung 

a. Sarana Pendukung Kantor dan 
SDM yang memadai karena 
terkait :dengan kerjasama dengan 
pihak lain, Laporan keuangan dan 

Perpajakan. 
b. Sumber pendanaan: dari Kas IKPLN 

atau dari sumber dana lain 
(donatur) yang sifatnya tidak 
mengikat. 

Penerimaan dan pengeluaran dana 
dari dan ke IKPLN harus dicatat di 
buku Kas/Bank dan perlu dinyatakan 
bahwa penerimaan dan pengeluaran 
dana tersebut terkait dengan jasa  
atau kegiatan IKPLN. 

B. BADAN USAHA 

1. Badan Usaha di lingkungan IKPLN 
hanya bisa dibentuk oleh IKPLN Pusat  

2. Dalam  melakukan perbuatan hukum 
(seperti membentuk badan usaha 
berbadan hukum, melakukan 
perjanjian dengan pihak lain, 
bertindak di pengadilan dan lain lainl) 
IKPLN diwakili oleh Ketua Umum dan 
Sekretaris Umum.  

3. Pembentukan badan usaha oleh 
IKPLN Daerah/Cabang, harus 
mendapat  Surat Kuasa dari IKPLN 
Pusat bukan sekedar  surat ijin . 

4. Pemilik saham perusahaan yang 
dibentuk dan atau menjadi salah satu 
pihak dalam perjanjian (kerjasama, 
kontrak, MOU dll) adalah IKPLN 
sebagai badan hukum, bukan 
perorangan oleh karenanya harus 
diwakili oleh Ketua Umum dan 
Sekretaris Umum atau yang diberi 
kuasa oleh keduanya.  
Dengan catatan secara individu   
mereka bukan pemegang saham     
perusahaan yang dibentuk, dan berla-
ku ex officio. 

5. Kepemilikan saham IKPLN dalam 
perusahaan yang dibentuk atau 

penyertaan saham dalam perusahaan 
existing sebaiknya mayoritas, kecuali 
ada pertimbangan lain. Perlu dibahas 
dalam rapat pengurus IKPLN sekaligus 
menetapkan siapa yang akan menjadi 
pengurus perseroan mewakili IKPLN. 

6. Salah satu pemegang saham badan 
usaha yang baru dibentuk adalah 
IKPLN Pusat sebagai Perkumpulan 
Berbadan Hukum dan bukan nama 
orang. 

7. Surat Kuasa adalah kuasa dari IKPLN 
Pusat yang ditandatangani oleh Ketua 
Umum dan Sekretaris Umum         
yang diberikan kepada Individu       
Pengurus (Ex. Officio) di IKPLN Pusat/ 
Daerah/Cabang selaku penerima 
kuasa IKPLN untuk bertindak atas 
nama IKPLN dengan menyebutkan 
secara spesifik .yang diberikan kepada 
Individu     Pengurus (Ex. Officio) di 
IKPLN Pusat/ Daerah /Cabang selaku 
penerima kuasa IKPLN untuk 
bertindak atas nama IKPLN dengan 
menyebutkan secara spesifik 
kegiatannya untuk jangka waktu 
tertentu. Dalam memberi kuasa, 
Ketua Umum dan Sekretaris Umum 



BERITA UTAMA 
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 terlebih dahulu berkonsultasi/rapat 
dengan pengurus IKPLN. 

8. Pengurus (Direksi/Komisaris) dari 
Badan usaha yang dibentuk bisa 

ditunjuk personil dari IKPLN Pusat/
Daerah/Cabang yang secara individu 
mereka-mereka bukan pemegang  
saham dan berlaku secara ex officio. 

PERSYARATAN POLA BISNIS IKPLN menjadi: 

POLA 1 : IKPLN PUSAT/DAERAH/CABANG, 
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN: 
1. IKPLN dapat bekerjasama dengan Ba-

dan Usaha Lain, dengan syarat harus 
memenuhi persyaratan dari pemberi 
kerja. 

2. IKPLN Daerah/Cabang harus 
mendapatkan Surat Kuasa dari Pengu-
rus IKPLN Pusat untuk melakukan 
kegiatan butir 1 di atas.  

3. Diawali Studi Kelayakan  (KKO,  KKF & 
analisa SWOT). 

4. IKPLN sebagai Pelaksana (dokumen 
penawaran, kontrak, Berita Acara, 
Invoice, pembayaran). 

5. Modal kerja dan tenaga operasional. 
POLA 2 : IKPLN PUSAT /DAERAH 
MEMBENTUK BADAN USAHA 
1. Apabila IKPLN Daerah/Cabang  akan 

membentuk Badan Usaha, maka 
IKPLN Daerah/Cabang harus 
mendapat Surat Kuasa dari Pengurus 
IKPLN Pusat.  

2. Diawali Studi Kelayakan  (KKO,  KKF & 
analisa SWOT). 

3. Akte Notaris dan Pengesahan Kemen-
kumham, mengacu ke UU Perseroan 
Terbatas.  

4. Pemegang Saham minimum 2 orang/
badan hukum, salah satunya IKPLN 
selaku Institusi. 

5. Modal dasar dan modal disetor.  
6. NPWP Pendiri dan NPWP Badan 

Usaha. 

7. Domisili Badan Usaha dan Ijin Usaha. 
POLA 3 : IKPLN PUSAT BEKERJASAMA 
DENGAN IKPLN DAERAH/CABANG MEM-
BENTUK BADAN USAHA 
1. IKPLN Pusat dan Daerah/Cabang men-

jadi satu pihak, pihak lain Individu/
Badan hukum lain. 

2. Pengurus (Direksi/Komisaris) dari Ba-
dan Usaha yang dibentuk bisa di-
tunjuk personil dari IKPLN Pusat/
Daerah/Cabang. Apabila personil 
KPLN, perlu ada Pakta Integritas  dari 
ybs (mitigasi conflict of interest). 

3. Diawali Studi Kelayakan  (KKO,  KKF & 
analisa SWOT). 

4. Akte Notaris dan Pengesahan Kemen-
kumham à UU Perseroan Terbatas. 

5. Pemegang saham IKPLN dan Individu/
Badan Hukum lain Modal dasar dan 
modal disetor.  

6. NPWP para Pendiri. 
7. Domisili Badan Usaha dan Ijin Usaha. 

POLA 4 : BADAN USAHA EXISTING DI DAE-
RAH BERMITRA DENGAN IKPLN 
1. Studi Kelayakan  (KKO,  KKF & analisa 

SWOT). 
2. Surat Kuasa dari Pengurus IKPLN Pusat 

untuk Pengurus Daerah/Cabang yang 
akan bergabung dengan Badan Usaha 
existing. 

3. IKPLN sebagai Pemegang Saham.Akte 
Notaris dan Pengesahan Men-
kumham.** 
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Ketika Pengasuh Buletin (ikpln news- red.)ini berbincang dengan 
Pengurus Dana Pensiun PT PLN (Persero) (“DPPLN”), para Pengurus 

tersebut berterus-terang, “…Sungguh berat amanah yang harus 
dijalankan oleh DPPLN. Bayangkan, dengan nilai kekayaan sekitar 
Rp8 Triliun saat ini, DPPLN harus memenuhi kewajiban Manfaat 

Pensiun sebesar Rp800 Miliar per tahun. Sudah pasti, hasil ini tidak 
mungkin diperoleh kalau hanya dari bunga deposito yang pada 
tahun-tahun ini masih di kisaran 6 sampai 7 % per tahun. Untuk 
mengatasi hal tersebut, maka DPPLN harus bekerja keras untuk 

memanfaatkan peluang investasi dalam bentuk lain …”  

Membaca perjalanan DPPLN dalam 

sejarahnya yang dapat dibaca di website 

DPPLN, bagaikan membaca kisah 

perjalanan hidup manusia dari mulai 

terbentuknya embrio, menjadi janin, 

dilahirkan sebagai bayi hingga dewasa 

muda masih tergantung kepada orang 

tua, kemudian tumbuh untuk mulai 

mengembangkan diri menjadi sosok yang 

mandiri.  

Oleh :  Dana Pensiun PLN 

INFO DANA PENSIUN 

ANAK ANAK USAHA DPPLN 

Oleh : Dana Pensiun PLN 

Untuk Menjamin 

Pembayaran Manfaat Pensiun 

  Salah satu Kantor PLN yang dibangun DPPLN 
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Demikianlah DPPLN, pada awalnya 

pengelolaan Dana Pensiun Peserta 

dilakukan secara swakelola di internal       

PT PLN (Persero) (“PLN”), pengelolaan 

sampai dengan pembayaran Manfaat 

Pensiun (MP) diselenggarakan sendiri oleh 

PLN.  

 Pengelolaan secara swakelola tanpa 

pemisahan dana tersebut, dikhawatirkan 

di kemudian hari dapat memberatkan 

keuangan PLN, maka muncullah pemikiran 

pengelolaan dana secara terpisah oleh 

suatu Yayasan dengan harapan akan 

berkembang lebih baik  

Menindaklanjuti pemikiran tersebut, 

pada tanggal 19 Desember 1989 Direksi 

PLN mendirikan Yayasan Dana Pensiun 

Perusahaan Umum Listrik Negara 

(YDPPLN) atas persetujuan Menteri 

Pertambangan dan Energi.  

Selanjutnya pada tanggal 22 April 1991 

Menteri Keuangan menyetujui YDPPLN 

sebagai Badan Hukum dan memberikan 

persetujuan amortisasi Past Service 

Liabilities (kewajiban masa kerja lalu) 

serta pelimpahan dana dari PLN ke 

YDPPLN yang pelaksanaannya dilakukan 

secara bertahap, dimulai dengan 

pelimpahan dana untuk dikembangkan, 

sementara itu administrasi kepesertaan 

program pensiun masih dilaksanakan 

oleh PLN.  

Pada tahun 1992, Pemerintah 

menerbitkan Undang-Undang Nomor            

11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, 

ditindaklanjuti Direksi PLN dengan 

menyesuaikan nama YDPPLN menjadi 

Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik 

Negara (DPPLN) dan sekaligus 

menetapkan Peraturan Dana Pensiun 

dari Dana Pensiun Perusahaan Umum 

Listrik Negara  (PDP-DPPLN), DPPLN 

sebagai Dana Pensiun Pemberi Kerja dan 

penyelenggara Program Pensiun 

Manfaat Pasti adalah badan hukum 

tersendiri yang berbeda dengan 

Yayasan.  

INFO DANA PENSIUN 

Foto-2 
kegiatan  
anak usaha 
DPPLN 
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Pada tahun 1992, Pemerintah 

menerbitkan Undang-Undang Nomor            

11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, 

ditindaklanjuti Direksi PLN dengan 

menyesuaikan nama YDPPLN menjadi 

Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik 

Negara (DPPLN) dan sekaligus 

menetapkan Peraturan Dana Pensiun dari 

Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik 

Negara  (PDP-DPPLN), DPPLN sebagai 

Dana Pensiun Pemberi Kerja dan 

penyelenggara Program Pensiun Manfaat 

Pasti adalah badan hukum tersendiri yang 

berbeda dengan Yayasan.  

Sehubungan dengan perubahan status 

PLN dari Perusahaan Umum menjadi 

Perusahaan Perseroan pada bulan Juni 

1994, maka DPPLN disesuaikan dari Dana 

Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara 

menjadi Dana Pensiun PT PLN (Persero) 

atau disingkat DPPLN, kemudian pada 

tanggal 15 Mei 1997 Menteri Keuangan 

mengesahkan Peraturan Dana Pensiun 

dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) yang 

kemudian dikenal sebagai PDP-DPPLN 

1997, dan terhitung mulai 1 Januari 1998 

PLN melimpahkan kewenangan 

pembuatan Keputusan Penetapan 

Manfaat Pensiun kepada  DPPLN. 

Dengan demikian sejak 1 Januari 1998 

DPPLN mulai melaksanakan kegiatan 

administrasi kepesertaan program 

pensiun sebagaimana yang ditetapkan 

dalam PDP-DPPLN 1997 beserta Sisdur 

dan Juklak-nya, diawali dengan kegiatan 

pembuatan Surat Keputusan Penetapan  

Manfaat Pensiun.  

Seiring berjalannya waktu, beban 

tanggung jawab pengelolaan dana 

pensiun peserta semakin meningkat 

seiring dengan meningkatnya jumlah 

peserta pensiunan, dana yang dikelola, 

dan kewajiban pembayaran MP, 

sementara iuran peserta dan iuran 

pemberi kerja semakin menurun seiring 

dengan menurunnya jumlah peserta 

aktif.  

Sementara investasi di Pasar Uang 

dan Pasar Modal, terutama saat ini, 

memberikan pengembalian (return) yang 

kurang (tidak) menarik apalagi bunga 

simpanan dan deposito di bank.  

Iuran yang jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan kewajiban 

tersebut merupakan beban yang akan 

terasa lebih makin berat apabila ada 

kenaikan MP, disebabkan untuk setiap 

kenaikan MP sebesar Rp100 Ribu bagi 

setiap Pensiunan, maka DPPLN harus 

memastikan tersedia menyediakan 

tambahan Kekayaan sebesar kira-kira 

Rp400 Miliar.  

 

INFO DANA PENSIUN 
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INFO DANA PENSIUN 

PT Sinergi Solusi Utama (PT SSU) 
didirikan sejak tahun 2008,bergerak dalam 
bidang Jasa Perdagangan, Industri dan 
Pembangunan.  Saat ini, PT SSU telah 
mengembangkan PLTM Cilaki 1-B dengan 
kapasitas 3x3,2 MW. 

DPPLN merupakan Pemegang Saham 
Pengendali atau Mayoritas, yakni 
sebesar 99,99%; dan 0,01% dimiliki oleh 
Koperasi Karyawan DPPLN 
(“KOMAGATRA”) 

Sampai dengan tahun 2018, DPPLN telah mendirikan 7 Anak Perusahaan, 
dengan profil masing-masing sebagai berikut:  

1. PT SINERGI SOLUSI UTAMA (SSU) 

Mempertimbangkan keterbatasan 

hasil usaha yang dapat diperoleh dari 

Pasar Modal dan Pasar Uang, maka sejak 

tahun 2015 Pengurus DPPLN secara 

bertahap berusaha untuk memanfaatkan 

peluang yang tersedia di lingkungan 

pengusahaan PLN.  

Banyak hal yang dapat dijadikan 

peluang usaha di PLN, mulai dari sarana 

pembayaran tagihan listrik, pelayanan 

teknis perbaikan jaringan optic fibre, 

penyediaan gedung kantor, penyediaan 

tiang beton untuk jaringan listrik, 

penutupan asuransi, pengoperasian 

pelabuhan PLTU, penyediaan 

transformator distribusi, serta berbagai 

kegiatan bisnis lainnya. 

Melalui berbagai peluang bisnis 

tersebut, ada potensi untuk memperoleh 

hasil usaha yang relatif cukup besar 

dibandingkan dengan hasil dari deposito 

maupun reksadana.  

Untuk menangkap berbagai peluang 

bisnis tersebut, DPPLN mulai membangun 

Anak Perusahaan (AP) yang bergerak di 

bidang usaha yang terkait dengan bisnis 

PLN sebagai Pendiri.  

Diawali dengan AP PT Sinergi Solusi 
Utama yang didirikan sejak tahun 2008 
yang saat ini mengembangkan PLTM 
Cilaki 1-B, dan yang terbaru di tahun 2018 
adalah PT Maxima Daya Indonesia yang 
memproduksi transformator  
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PT Gerbang Sinergi Prima (PT GSP) 
didirikan sejak tahun 2008, bergerak di 
bidang IT dan Penunjang Telekomunikasi 
Umum.  Saat ini, PT GSP telah melakukan 
transformasi bisnis, semula berbasis usaha 
Payment Point Online Bank (PPOB) ke 
usaha jasa penunjang telekomunikasi 

bahkan telah menjadi Biller Agregator 
dalam Gerbang Pembayaran Nasional 
(GPN) yang di koordinir oleh BI. 

DPPLN merupakan Pemegang Saham 
Pengendali atau Mayoritas, yakni sebesar 
92,5%; dan 7,5% dimiliki oleh PT 
Valuestream Internasional. 

INFO DANA PENSIUN 

2. PT GERBANG SINERGI PRIMA (GSP) 

PT Sinergi Properti Pratama (PT SPP) 
didirikan sejak tahun 2015, bergerak dalam 
bidang Konstruksi dan Pengelolaan 
Gedung. DPPLN merupakan Pemegang 

Saham Pengendali atau Mayoritas, yakni 
sebesar 99,99%; dan 0,01% dimiliki oleh 
Koperasi Karyawan DPPLN 
(“KOMAGATRA”).  

3. PT SINERGI PROPERTI PRATAMA (SPP) 

 PT Sinergi Beton Utama (PT SBU), 
didirikan sejak tahun 2015, bergerak 
dalam bidang manufaktur Industri Tiang 
Beton dan Distributor Tiang Beton. DPPLN 
merupakan Pemegang Saham Pengendali 

atau Mayoritas, yakni sebesar 58,65%; 
dan 16% dipegang PT Serambi Gayo 
Sentosa, serta 25,35% dipegang Shaoshan 
Yinhe CNC Equitment. 

 

4. PT SINERGI BETON UTAMA (SBU) 
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INFO DANA PENSIUN 

5. PT TUGU KRESNA PRATAMA (TKP) 

PT Tugu Kresna Pratama (PT TKP) 
berdiri sejak tahun 1991, bergerak dalam 
bidang asuransi kerugian/umum. PT TKP 
menjadi Anak Usaha DPPLN sejak tahun 
2016.  

DPPLN merupakan Pemegang Saham 
Pengendali atau Mayoritas, yakni sebesar 
70,38%; dan 25,73% dimiliki oleh Yayasan 
Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN 
(Persero), serta 3,89% dimiliki oleh          
PT Jasaraharja Putera.  

6. PT PBM ADHIGUNA PUTERA (PT AP) 

PT PBM Adhiguna Putera (PT AP) 
berdiri sejak tahun 1987, bergerak dalam 
bidang Jasa Bongkar/Muat, Jetty 
Management, Tug Assist, Shipping 
Agency, Ekspedisi Muatan Kapal Laut 
(EMKL) dan Logistik. PT AP menjadi Anak 
Usaha DPPLN sejak tahun 2017.  

DPPLN merupakan Pemegang Saham 
Pengendali atau Mayoritas, yakni sebesar 
75%; dan 24,98% dimiliki oleh PT 
Pelayaran Bahtera Adhiguna, serta 0,02% 
dimiliki oleh Koperasi Karyawan PT 
Pelayaran Bahtera Adiguna 

7. PT MAXIMA DAYA Indonesia (PT MDI)  

PT Maxima Daya Indonesia (PT MDI) 
didirikan pada tahun 2012, bergerak 
dalam bidang Industri Manufaktur, 
Perdagangan dan Jasa Konsultan. PT MDI 
menjadi Anak Usaha DPPLN sejak tahun 
2018.  

DPPLN merupakan Pemegang Saham 
Pengendali atau Mayoritas, yakni sebesar 

60.00%; dan 40% dimiliki oleh para 
Pemegang Saham Pendiri (terdiri atas 
11,60% dipegang Sdr. Bima Indrajaya, 
11.20% dipegang Sdr. Nurpriyadi, 11.20%   
11.20% dipegang Sdr. Eko Prihartanto, 
serta 6.00% dipegang Sdr. Niken  
Febriharsari. 
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TAHUKAH ANDA 

Belakangan ini, alat elektronik yang dikenal dengan nama energy saver 
kembali menjadi perbincangan di berbagai media, baik media sosial, 

maupun media siaran. Inti pembicaraan, benarkah alat tersebut dapat 
menghemat rekening listrik? Bahkan, menurut promosinya, dapat 

menghemat rekening listrik hingga 40%!!! 

Oleh : Benny Marbun, Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero) 2010 – 2017 

Benarkah Dapat Menghemat Listrik? 

“ENERGI SAVER”    

Sebenarnya, energy saver sejenis ini 

sudah diproduksi dan dijual sejak lama, 
mungkin sebelum tahun 2000-an. Dulu, 
sudah pernah diperbincangkan, dan 
kemudian tidak menarik lagi 
diperbincangkan, tertelan oleh isu baru 
lainnya.  

Namun, kini kembali lagi mencuat 
menjadi pembicaraan karena promosi 

yang dilakukan oleh satu merek energy 
saver sangat gencar, bahkan dipromosikan 
melalui TV nasional (Metro TV, TVOne, 
Berita Satu, Kompas TV, dan lain lain) 
ditayangkan pada jam bisnis. 

Demikian juga, disiarkan melalui radio 
favorit (El Shinta Jakarta, Radio Pelita Kasih 
Jakarta, Radio Suara Surabaya, dan lain 
lain). 

Promosi yang gencar 
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TAHUKAH ANDA 

Cara promosi dan jualan 

Ketika dulu alat-alat energy saver ini 
dipromosikan, energy savernya dijual di 
emperan toko, diperagakan dengan 
memajang beberapa lampu neon dan 
dilengkapi dengan alat ukur ampere 
meter. Lalu, diperagakanlah bagaimana 
arus listrik yang ditunjukkan oleh ampere 
meter, sangat berkurang, setelah alat 
energy saver ini dipasang bersamaan 
dengan penyalaan lampu neon. 

Dengan peragaan ini, dicoba untuk 
meyakinkan calon pembeli bahwa alat 
energy saver ini tidak bohong, alias 
terbukti menghemat listrik. (Nanti, akan 

diulas hal hemat listrik ini).   
Promosi saat ini, khususnya produk PT 

Enter (yang gencar dipromosikan melalui 
TV dan radio), dijual dengan cara online, 
atau dengan cara multi level marketing.  

Tidak lagi dijual di emperan toko, tidak 
lagi dengan peragaan penurunan arus 
listrik yang ditunjukkan oleh ampere 
meter. Untuk mendukung promosinya, 
ditunjukkan bahwa alat yang dijual sudah 
diuji di B2E-BPPT.  

Lalu, disertakan juga surat Ditjen 
Ketenagalistrikan dan Instruksi Presiden 
hal Hemat Energi.  
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Ketika awal saya dengar promosi 
energy saver PT Enter ini, kebetulan yang 
saya dengar promosinya menyebutkan 
“………… dapat menghemat listrik hingga 
40%!” 
Cerdas!  Mengapa? Karena hanya 
menyebut “…menghemat listrik…”.  

Bagi orang awam, kata-kata “…
menghemat listrik…” bisa diartikan 
sebagai “…menghemat kWh…”, yang 
memiliki konsekuensi “…menghemat 
rekening listrik…”.  

Kalau di belakang hari ada pembeli 
energy saver menuntut balik PT Enter, 
karena tidak terbukti menghemat 
rekening listrik, maka mereka dapat  
mengatakan: 

PRODUSEN: “….kami tidak pernah 
menjanjikan alat ini dapat menghemat 
rekening listrik!” 

PEMBELI: Lha itu.., promosimu 
menyebutkan “…hemat listrik hingga 40%!” 
PRODUSEN: Wah, kami hanya menyatakan 
“…dapat menghemat listrik hingga 40%, 
bukan menghemat rekening listrik!” 

PEMBELI: Lha itukan sama artinya! 

PRODUSEN: Ya terserah. Yang pasti, kami 
tidak pernah menjanjikan dapat 
menghemat rekening listrik hingga 40%! 

Jadi, kesimpulannya, kalau hanya 
menyatakan “…dapat menghemat listrik 
hingga 40%”, rasanya sulit menuntut 
produsen!.  

Bermain di wilayah abu-abu? 

TAHUKAH ANDA 

Ditambah lagi dengan penghargaan 
dari berbagai instansi. Dengan bahan 

promosi ini, diharapkan calon pembeli 
akan yakin bahwa alat ini legal, bagus, 
terbukti. 
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Alat energy saver yang dijual, pada 
dasarnya adalah sebuah kapasitor dikemas 
rapi didalam kemasan fabrikasi. 

Sebelum berlanjut, mari kita mengenal 
listrik di sistem listrik bolak balik             
(AC –alternating current). 

Mengapa Hemat Listrik tidak otomatis Hemat Rekening Listrik? 

Mengenal sifat beban listrik 

Untuk sekedar pengetahuan, pemanfaat 
atau beban listrik pada dasarnya ada yang 
bersifat resistif, induktif dan kapasitif. 

Beban resistif dihasilkan oleh alat-alat 
listrik yang bersifat murni tahanan 
(resistor) seperti pada elemen pemanas 
(rice cooker, seterika, water heater, dan 
lain lain) dan lampu pijar  

Beban resistif bekerja berdasarkan 
prinsip kerja resistor (hambatan), sehingga 
arus listrik yang melewatinya akan 
terhambat dan akibatnya alat listrik 
tersebut akan menghasilkan panas. 

Beban resistif ini mengkonsumsi listrik 
aktif (satuannya Watt). Beban Listrik dan Sifatnya 

Beban induktif dihasilkan oleh alat-alat 
listrik berupa belitan kawat atau 
kumparan, seperti trafo dan motor listrik 
yang bekerjanya berdasarkan prinsip kerja 
induksi. Beban induktif ini mengkonsumsi 
listrik aktif (Watt) dan listrik reaktif 
(satuannya VAR – Volt Ampere Reaktif). 

Beban kapasitif merupakan dua 
konduktor listrik (pelat) yang dipisahkan 

oleh dielektrik (yaitu isolator). Beban 
Kapasitif memiliki kemampuan untuk 
menyerap dan menyimpan energi listrik 
dalam waktu sesaat. Beban kapasitif ini 
juga menyerap listrik aktif (Watt) dan 
mengeluarkan listrik reaktif (VAR).  

Itulah mengapa, beban kapasitif dapat 
mengkompensasi kebutuhan listrik reaktif 
dari beban induktif. 

TAHUKAH ANDA 

Bahwa ada pembeli yang tersesat 
dengan iming-iming “menghemat listrik”, 
ya itu risiko si pembeli yang tidak paham 
bahwa “alat energy saver dapat 

menghemat listrik” tidak berarti “alat 
energy saver dapat menghemat rekening 
listrik”, terutama pelanggan PLN 
golongan tarif Rumah Tangga. 
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Q: sudut antara Daya Aktif (P) dengan Daya Semu (S). 

Daya reaktif, adalah daya yang dimanfaatkan untuk membentuk medan magnet yang 

diperlukan untuk kerja induksi. 

Rumus matematiknya adalah Q = VI sinQ 

Daya semu, adalah jumlah vector Daya Aktif (P) dengan Daya Reaktif (S). 

Rumus matematiknya: S = VI, di mana S = (P2 + Q2)0,5 

Seluruh daya di atas (S, P, Q) jika dikalikan dengan waktu (h: hour atau jam) akan 

menjadi energy. Contohnya, energy aktif: Watt x jam, satuannya Wh, atau kWh.  

Energy reaktif :  VAr x jam, satuannya VArh, atau kVArh.  

Yang disalurkan PLN di jaringan adalah daya semu atau kVA. 

Yang dipakai konsumen adalah kWh dan kVArh. 

Listrik Aktif dan Listrik Reaktif 

Hubungan antara listrik aktif dan listrik 
reaktif dapat digambarkan secara grafis 
yang disebut sebagai Segitiga Daya.  

Daya aktif adalah daya yang 
dimanfaatkan untuk kerja, seperti 
menjadi tenaga gerak, cahaya, panas, 
suara, dan lain lain.  

Rumus matematiknya: 

P = V I cosQ 

P : adalah Daya Aktif (Watt) 

V : Tegangan (Volt) 

I  : Arus (Ampere) 

Gambar Segitiga Daya 

Meter Listrik 

Bagi pemakai listrik skala kecil seperti 
rumah tangga, pemakaian energi 
reaktifnya tidak dibatasi. Karenanya, 
meter listriknya tidak dilengkapi dengan 
kemampuan mengukur pemakaian kVArh.  

Dengan demikian, bila ada penekanan 
atau penghematan pemakaian energy 
reaktif (kVArh), maka tidak ada 
dampaknya bagi besar kecilnya rekening 
listrik konsumen. 

TAHUKAH ANDA 
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Promosi yang saya kutip dari laman 
produser enterindonesia.com, 
menyebutkan manfaat energy saver ini 
adalah sebagai berikut: 

1. Menghemat beban pemakaian listrik 
10% hingga 40% per bulan (terbukti) 
tergantung pemakaian dan jenis 
peralatan listrik di rumah atau tempat 
usaha Anda. Khusus untuk Neon 
Balast yang bukan Balast elektronik, 
bisa menghemat beban pemakaian 
listrik di atas 40% tetapi tidak 
mengurangi terang lampu Neon; 

2. Meningkatkan kapasitas pemakain 
listrik sehingga MCB / Sekring tidak 
mudah trip/putus, sebelum mencapai 
pemakaian maksimal; 

3. Mengefisiensikan aliran jaringan 
listrik dengan menghilangkan daya 
semu yang tidak berguna / tidak 
efesien; 

4. Memperpanjang umur pemakaian 
peralatan elektronik; 

5. Meningkatkan kualitas kerja peralatan 
elektronik; 

6. Mengurangi panas pada jaringan / 
kabel listrik akibat pemakaian 
peralatan listrik yang tidak sesuai 

dengan ukuran jaringan / kabel yang 
dipasang, sehingga sering 
menimbulkan arus pendek/korsleting; 

7. Mengurangi beban lonjakan awal 
(start off) dari peralatan listrik; 

8. Satu unit bisa berfungsi untuk seluruh 
instalasi rumah / tempat usaha Anda; 

9. Pemasangan yang mudah dan bebas 
biaya perawatan. 

Mari kita lihat klaim promosi di samping. 

Pernyataan No.1,  

“Menghemat beban pemakaian listrik 
10% hingga 40% per bulan..”, bisa salah, 
bisa benar. Salah, bila yang dimaksud 
dengan “pemakaian listrik” adalah 

Klaim promosi energy saver 

TAHUKAH ANDA 

Bagi pemakai listrik relatif besar selain 
rumah tangga, dengan daya di atas 200 
kVA (bagi industry >14 kVA), pemakaian        
kVArh sampai dengan 62 % tidak 
dikenakan biaya. 

Dengan demikian, bagi pelanggan 
Rumah Tangga, karena konsumsi listrik 

reaktifnya belum dibatasi, dan kWh 
meternya tidak dilengkapi dengan alat 
ukur listrik reakti (kVArh), maka 
penghematan listrik reaktif dengan 
pemasangan kapasitor (energy saver) 
ini tidak akan memberi dampak 
kepada penurunan rekening listrik 
konsumen. 

edisi Okt - Des 2018 23 



pemakaian kWh. Benar, bila yang 
dimaksud dengan “pemakaian listrik” 
adalah pemakaian kVArh. Artinya, 
pernyataan ini bermain dengan makna 
kata “listrik”. 

Pernyataan No.2 sd 9,  

bisa benar, dan tidak ada masalah. 

Dengan demikian, kekuatan promosi 
alat energy saver ini adalah peluang 
menghemat pemakaian listrik hingga 
40%. Hanya saja, tidak dijelaskan listrik 
apa yang dihemat, apakah listrik aktif 
(kWh) atau listrik reaktif (kVARh).  

Ketidakjelasan inilah yang mendorong 
PT PLN (Persero) Puslitbang, 
Laboratorium Tenaga Listrik Universitas 
Indonesia melakukan penelitian dan 
menyimpulkan bahwa alat energy saver 
yang dipromosikan tidaklah dapat 
menghemat rekening listrik. 

Bagaimana dengan berbagai 
penghargaan yang dipajang produsen?       
He he…., kita tidak tahu apakah ada 
hubungannya penghargaan itu dengan 
penghematan listrik.  

Bagaimana dengan “telah diuji oleh 
B2TE BPPT” ? Sama saja, kita tidak tahu 
apa yang diuji BPPT, dan apa hasil ujinya. 
Yang jelas, dari website B2TE-BPPT 
menegaskan berikut ini: “Kami (B2TKE), 
tidak pernah menyatakan bahwa “ENTER 
Indonesia” atau energy saver merk 
apapun telah lolos uji atau mampu 
menghemat energi.  

Hasil pengujiannya hanya sebatas 
potret dari parameter yang diuji, tidak 
bicara lolos atau tidaknya, apalagi 
efisiensi”, lanjutnya”. 

Juga B2TE-BPPT menyebutkan: 
“(Jargon) Lolos Uji BPPT dan menghemat 
energi sekian persen adalah bahasa iklan, 
untuk strategi pemasaran.  

Sejatinya produk (Energy Saver) ini 
adalah “capacitor bank”, ungkap Kuswara, 
Direktur CV Indoteknika Azzilan selaku 
produsen dan pemilik merk sejumlah 
produk Energi Saver yang beredar 

 “Ada Double Power, Mutiara Saver, 
King Saver dan yang saat ini sedang naik 
daun adalah ENTER Indonesia. Semua 
prinsipnya sama, “capacitor bank”, 
lanjutnya. (dikutip dari http://
b2tke.bppt.go.id/index.php/id/236-
produkenergy-saver-hanya-diuji-bukan-
lolos-uji-bppt) 

Penutup 
Alat listrik energy saver yang berupa 

kapasitor, dapat mengoptimalkan daya 
tersambung (VA) karena dapat 
mengurangi arus listrik beban induktif, 
sehingga lebih banyak peralatan listrik 
yang dapat dipakai secara bersamaan 
tanpa menyebabkan alat pembatas daya 
(MCB) trip atau njeglek. 

Selain itu, alat energi saver juga 
memberi dampak positif bagi pemakaian 
listrik, seperti mengurangi arus start 
motor, dan menstabilkan tegangan listrik. 

Namun, alat listrik energy saver yang 
berupa kapasitor tidaklah dapat 
menghemat rekening listrik pelanggan 
rumah tangga, karena alat tersebut tidak 
menghemat pemakaian listrik aktif (kWh), 
melainkan hanya menghemat pemakaian 
listrik reaktif (kVArh)**    
(Tulisan lainnya, dapat dibaca di: https://
bennysilistrik.wordpress.com) 

TAHUKAH ANDA 
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Oleh:  Sukadi  IKPLN Daerah-NTB 

Gempa bumi yang mendera Lombok 

secara berturut-turut sejak 29 Juli 2018 
sampai dengan dibuatnya tulisan ini 
(31/08/18) telah merusakan 44 rumah 
Pensiunan PLN beserta kelengkapannya 
yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau 
Sumbawa bagian barat, 4 rumah 
pensiunan diantaranya mengalami rusak 
berat dan tidak memungkinkan 
rumahnya untuk ditinggali lagi meski 3 
dari 4 rumah yang rusak berat tersebut 
beberapa bagian rumahnya masih berdiri 
namun  banyak sekali retakan retakan 
pada tembok dan pilar utamanya 

 Ratusan korban jiwa penduduk dan 
ribuan korban luka-luka,  namun tidak 
sampai terjadi Pensiunan PLN dan   

keluarganya tewas maupun luka berat, 
hanya ada beberapa yang mengalami ced-
era luka ringan namun tidak sedikit yang 
mengalami shock/ kaget dan menjadi trau-
ma hingga cerita ini ditulis. Mayoritas 
penduduk masih tidur ditenda dihalaman 
rumah atau dijalan depan rumah  sejak 
gempa terjadi yang terus menerus. 

Sesuai data BMKG konon pulau kecil ini 
telah diguncang gempa besar dan kecil 
1.973 kali (Kompas, Kamis 30 Agustus 
2018) dengan pusat gempa di sekitar 
bagian Utara Pulau Lombok yang meliputi 
Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten 
Lombok Timur bagian Utara dengan 
kekuatan terbesar 7,0 SR dengan        
kedalaman 10 km, ratusan jiwa tewas, 

BERITA DAERAH 

Pak 
Mustautin 
dan 
keluarga  
di tenda 
pengungsi
an umum  
bersama 
warga 

IKPLN Daerah Nusatenggara Barat 
Pensiunan PLN Korban Gempa Lombok 
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ribuan luka-luka, puluhan ribu rumah 
penduduk rusak, ratusan fasilitas umum 
dan sarana ibadah rusak. 

Pendataan yang telah dilakukan oleh 
IKPLN Daerah NTB bersama IKPLN 
Cabang Mataram dan Cabang Sumbawa 
dari 44 orang Pensiunan PLN dengan 44 
unit rumah yang mengalami kerusakan 
akibat gempa tersebut yang terdiri dari 4 
unit rumah kategori rusak, 8 unit rumah 
rusak sedang dan 32 unit rumah rusak 
ringan.  

Berdasarkan lokasi, rumah pensiunan 
yang mengalami kerusakan 1 rumah di 
Kabupaten Lombok Utara, 13 rumah di 
Kabupaten Lombok Barat, 2 rumah di 
Kabupaten Lombok Timur, 21 rumah di 
Kota Mataram, 6 rumah di Kabupaten 
Sumbawa dan 1 rumah  di Kabupaten 
Sumbawa Barat. 

Kerusakan terberat dialami rumah 
dua Pensiunan yaitu Pak Mustautin yang 
tinggal di Tanjung Lombok Utara dan Pak 
Made Karyasa di Gunungsari Lombok 

Barat. Mereka harus benar-benar tinggal di 
tenda terpal pengungsian bersama 
masyarakat lain korban gempa sejak 
kejadian gempa kedua tanggal 5 Agustus 
2018. 

Dua keluarga Pensiunan yang masuk 
rusak kateggori berat juga masih  bisa 
tinggal dirumah  keluarga yang tidak 
terdampak. Sedangkan  rumah rusak kagori 
sedang dan ringan masih bisa ditempati 
ataupun untuk beraktivitas pada bagian 
rumah yang masih dianggap aman..   
Tanggap darurat bencana telah 
diberlakukan sejak tanggal 29 Juli 2018.  
bantuan berdatangan dari pemerintah, 
lembaga non pemerintah maupun ormas-
ormas. Pengurus IKPLN Daerah NTB juga 
menggalang dana khusus untuk para 
Pensiunan yang terdampak langsung 
gempa.   

Alhamdulillah cukup banyak mengalir 
donasi dari pribadi Pensiunan PLN yang 
tergabung dalam JDDD Grop (Jauh Dimata 
Dekat Dihati) maupun yang tergabung   

BERITA DAERAH 

Rumah 
Pak 
Mustautin 
di Tanjung 
Lombok 
Utara 
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dalam IKPLN, pegawai aktif Alumni NTB 
dan beberapa dari rekanan PLN.   Bantuan 
tersebut sangat berguna meringankan 
beban korban khususnya Pensiunan dan 
keluarganya.  

Dana bantuan dari donatur yang 
dikelola oleh IKPLN NTB telah disalurkan 
berupa sembako, perlengapan terpal 
tenda, tikar plastik dan uang tunai 
seperlunya untuk lauk pauk masing 
masing pensiunan serta pemeriksaan 
kesehatan sekaligus pengobatan bagi 
pensiunan dan keluarganya  terutama 
yang tinggal ditenda pengungsian maupun 
untuk keluarga yang masih enggan tinggal 
dirumah karena trauma sehingga masih 
tinggal ditenda yang dipasang disekitar 
rumahnya. 

Tanggal 25 Agustus 2018 tanggap 
darurat oleh BNPB dan pihak terkait telah 

dicabut dan selanjutnya adalah masa 
recovery dan rekonstruksi.  

Sebelum bantuan penanganan dari 
pemerintah diberikan, Pengurus IKPLN 
Daerah NTB bermusyawarah dengan para 
pensiunan  menggunakan sisa dana 
bantuan yang telah diterima dari para 
donatur tersebut,  untuk membuatkan 
rumah hunian sementara berupa rumah 
“bedeng type 36” bagi Pensiunan yang 
rumahnya masuk kategori rusak berat 
Hunian sementara itu mempunyai 
konstruksi lantai semen dinding triplek 
dan atap seng dilokasi area kosong sekitar 
rumah mereka.  Diharapkan  mereka 
sambil menata kembali kehidupan 
bersama keluarga, karena tidak mungkin 
mereka hidup ditenda pengungsian dalam 
waktu yang panjang ** 

  

BERITA DAERAH 

Rumah Pak 
Made 
Kariyasa di 
Gunungsari 
Lombok 
Barat 
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Program ini merupakan program per-

baikan rumah bagi para pensiunan PLN, 
khususnya anggota di lingkungan IKPLN 
Daerah Jakarta Pusat-Pusat (DJPP), agar 
dapat memenuhi syarat sebagai rumah 
sehat. 

Kriterianya antara lain adalah             
perbaikan dari sisi sanitasi, sirkulasi udara, 

bebas banjir dan atap bocor, serta     
ketidakmampuan para pensiunan dalam 
pembiayaan memperbaiki rumah sendiri. 

Dari sembilan IKPLN cabang diling-
kungan IKPLN Daerah Jakarta Pusat 
Pusat, terkumpul hasil seleksi sebanyak 
13 unit  rumah, yaitu : 

 

BERITA DAERAH 

PROGRAM RUMAH SEHAT IKPLN DJPP – 2018 

Oleh  :  Dony Marnanto  - Koordinator Rumah Sehat IKPLN DJPP 

NO 
 NAMA PEGAWAI  

 NIPEN  

NAMA PENERIMA 

MP 
IKPLN CABANG  ALAMAT  

1  ENDANG  
2450098M 

TIOH ATIKAH, NY APP Cawang  
Jl. Dwi Warna  Ujung No. 15, JAKARTA 
PUSAT 

2 
 S. UKAR   
4774561K3  

ROHAYA, NY  Kantor P2B   Kp. Kandang, TANGERANG  

Foto Serah terima 
perbaikan rumah 
pak Sapiyudin 
(ketiga dari kiri) 
oleh Ketua IKPLN 
Daerah Jakarta 
Pusat Pusat, Muljo 
Adji AG (kedua dari 
kiri), disaksikan 
Ketua IKPLN 
Cabang APP Pulo 
Gadung, Suwarto 
(paling kanan). 

IKPLN Daerah Jakarta Pusat Pusat 
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Program Rumah Sehat Tahun 2018, 
baru pertama kali diadakan oleh IKPLN 
DJPP, dengan menggunakan dana       
perbaikan rumah yang diperoleh dari 
bantuan program Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT Sumber Segara 
Primadaya (S2P) sebesar                           
Rp 635.500.000,-. (enam ratus juta lima 
ratus ribu rupiah). 

Dalam perjalanan waktu, IKPLN 
Cabang PUSDIKLAT juga mendapat dana 

perbaikan rumah dari Yayasan Baitul Mal 
(YBM) PLN PUSDIKLAT sebesar                    
Rp. 109.000.000,- (serratus Sembilan juta 
rupiah)  yang besarnya cukup untuk      
membiayai 4 unit rumah dilingkungan para 
pensiunan  PLN PUSDIKLAT.   

Kasus yang paling banyak dijumpai 
adalah perbaikan atap dan sanitasi (kamar 
mandi dan WC).   

Paling ekstrem adalah rumah di daerah 
Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara.  

BERITA DAERAH 

NO 
 NAMA PEGAWAI  

 NIPEN  

NAMA PENERIMA 

MP 
IKPLN CABANG  ALAMAT  

3 
 M.KAHFI  
5483381K3  

M.KAHFI Kantor P2B  
 Jl. Curug Mekar, Gg Al Hikmah I no 34, 
Kodya Bogor  

4 
M. MANSYUR 
5378176K3  

M. MANSYUR Kantor P2B  
Jl. Durian 4 Blok G.4 No. 18, 

DEPOK  

5 
M. THOYIB 
4166024P  

SADIYAH, NY  
Unit Workshop 
Pemeliharaan II 
Klender  

KRT. Widyaningrat Kp. Pedurenan,  

JAKARTA TIMUR  

6 
MAMAD  

4766029P  
UNAH, NY  

Unit Workshop 
Pemeliharaan II 
Klender  

Pedurenan No. 19A  

Jl. Dr. KRT. Radjiman, JAKARTA TIMUR  

7 
SOEWARDJIMAN   
3656017Z  

TUGIJEM, NY  Kantor Pusat  
Jl. Akasia Komp. PLN Blok 30/08,  

TANGERANG SELATAN  

8 
M. SARDJONO  
1866010LMK  

HADIDJAH, NY  Kantor Pusat  
d/a Jl. Kelapa Tiga Gg. H. Abdul Gani 
No. 9A, JAKARTA SELATAN  

9 
SAPIYUDIN  
5582730K3  

SAPIYUDIN  APP Pulogadung  
Jl. Warakas I Gg. 25 No.49, 

JAKARTA UTARA  

10 
SUPARDI  

4965016P  
SUPARDI 

Unit Workshop 
Pemeliharaan II 
Klender  

Jl.Pertambangan I No.44,  

JAKARTA TIMUR  

11 
MAMAN B. SALIM 
2160098Z  

EMAH, NY  Kantor Pusat  
Kp. Babakan Indah No.49 

BOGOR  

12 
MEMED  

4374033T  
FATIMAH, NY  Kantor Pusdiklat  

Kp. Tarikolot, Lebak,  

BANTEN  

13 
BEDJO 

4774028T  
RILAH, NY  Kantor Pusdiklat  

Jl.Galur Sari  

JAKARTA TIMUR )  
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 Selain atap rumah bocor dibanyak 
tempat, juga elevasi lantai rumah sangat 
rendah, sehingga sering mengalami banjir 
karena hujan atau saat air laut pasang.   

Bahkan rumah di Kampung Pedurenan, 
Jakarta Timur, tidak mempunyai WC 
sendiri, mereka memanfaatkan WC 
bersama yang letaknya relatif jauh dari 
rumah yang bersangkutan. 

Awal kegiatan dilakukan survai 
pendahuluan ke setiap rumah yang akan 
diperbaiki dengan tujuan untuk:  
1. Menilai kondisi rumah, bagian mana 

yang harus diperbaiki; 
2. Mengetahui status kepemilikan tanah 

dan bangunan; 
3. Meneliti apakah pensiunan atau janda 

pensiunan bertempat tinggal dirumah 
tersebut.  

BERITA DAERAH 

Foto Rumah pak 
Sapiyudin di 
Warakas, Tanjung 
Priok, Jakarta Utara   

 sebelum perbaikan    

 sesudah perbaikan   
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BERITA DAERAH 

REALISASI BIAYA PERBAIKAN RUMAH 

Sampai dengan September 2018, telah 
berhasil diselesaikan perbaikan rumah 
menjadi lebih sehat dan nyaman untuk 
dihuni pensiunan PLN sebagai berikut: 
 11 (sebelas) rumah bantuan dana   

(CSR) PT. S2P;                   

 4 (empat) rumah  dengan dana  
YBM PLN Pusdiklat; serta  

  1 (satu) rumah telah dilakukan 
survai namun belum dilaksanakan 
perbaikan dengan pertimbangan 
tertentu. 

NO. NAMA PENSIUNAN IKPLN CABANG TOTAL BIAYA 

1 Endang APP Cawang Rp. 46.947.500,- 

2. S. Ukar P2B – TJBB Rp. 54.497.500,-. 

3. M. Kahfi P2B – TJBB Rp. 33.262.500,- 

4. M. Mansyur P2B – TJBB Rp. 20.600.000,- 

5. M. Thoyib Pusharlis UWP II Rp. 20.196.500,- 

6. Mamad Pusharlis UWP II Rp. 14.090.000,- 

7. Supardi Pusharlis UWP II Rp. 18.960.000,- 

8. Soewardjiman Kantor Pusat Rp. 48.298.300,- 

9. M. Sardjono Kantor Pusat Rp. 55.690.100,- 

10. Maman B. Salim Kantor Pusat Rp. 40.537.500,- 

11. Sapiyudin APP Pulogadung Rp. 74.830.500,- 

12. Sumarjo Pusenlis (biaya survai) Rp.       970.000,- 

13. Memed Pusdiklat Rp. 30.000.000,- 

14. Bedjo Pusdiklat Rp. 30.000.000,- 

15. Mukti Pusdiklat Rp. 32.000.000,- 

16. Iyus Supardi Pusdiklat Rp. 17.000.000,- 

Untuk efisiensi biaya, pekerja 
bangunan dipilih langsung oleh masing-
masing IKPLN Cabang.   

Kalkulasi biaya dinegosiasikan 
langsung dengan mandor pekerja 

bangunan yang kemudian dituangkan 
dalam perjanjian kontrak pekerjaan. 

 Pengawas pekerjaan ditunjuk personil 
dari pengurus IKPLN Cabang. 
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Demikian kegiatan Program Rumah 
Sehat yang telah dilaksanakan oleh 
Pengurus IKPLN Daerah Jakarta Pusat-
Pusat bersama dengan Pengurus IKPLN 
Cabang-Cabang nya dalam kurun waktu 
bulan Februari sampai dengan bulan 
September 2018 

Pengurus sangat berharap dapat 
melakukan kegiatan Rumah Sehat 
Pensiunan tersebut secara 
berkesinambungan, mengingat masih 
terdapat anggota IKPLN yang kondisi 
rumahnya perlu diperbaiki sehingga 
menjadi tempat tinggal yang sehat dan 
nyaman. 

Kami sadari bahwa keberlangsungan 
program ini sangat tergantung pada 
ketersediaan dana melalui bantuan baik 
dari dana CSR PLN atau Perusahaan lain, 
dana Yayasan Baitul Mal (YBM), maupun 

sumbangan para anggota yang memiliki 
kemampuan lebih untuk ikut 
menyejahterakan rekan-rekan pensiunan 
yang memerlukan bantuan.  

Pengurus IKPLN DJPP dan Cabang-
Cabangnya mengucapkan banyak terima 
kasih kepada donatur pelaksanaan Rumah 
Sehat Pensiunan PLN yang telah 
dilaksanakan tahun 2018 ini, yaitu 
sumbangan dana dari YBM PLN Pusdiklat, 
PT SSP dan PT PJB melalui anak 
perusahaannya PT Sumber Segara 
Primadaya.  

Perusahaan yang hebat adalah 
perusahaan yang bermanfaat bagi 
lingkungan di sekitarnya. Dan beberapa 
anggota IKPLN DJPP telah merasakan 
manfaat kegiatan menyehatkan rumah 
pensiunan PLN. ** 

BERITA DAERAH 
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Peresmian Rumah ibu Rohaya jd S. Ukar Anggota IKPLN Cabang P2B    
alamat di  Kp. Kandang Tangerang    
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Dengan berdasar pada surat Kepala 

Satuan Komunikasi Korporat                     
PT PLN (Persero) Nomor 2172/
STH.01.03/SKOM/2017 tanggal 7 Juli 
2017 perihal program bedah rumah, dan  
surat KPLN Pusat Nomor 100/IKPLN 
Pusat/2017 tanggal 8 Agustus 2017 
perihal Tindak Lanjut Persetujuan Bedah 
Rumah IKPLN Daerah Sumatera Barat 
(Sumbar) yang mendapat bantuan bedah 
rumah untuk Pensiunan PLN Daerah 
Sumatera Barat sebanyak 7 (tujuh) unit, 
dengan  anggaran Rp. 280.000.000 ,- 
(Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).  

IKPLN Daerah Sumbar dalam 
pelaksanaannya berkoordinasi dengan       
PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat 
melibatkan IKPLN Cabang Padang dan 
IKPLN Cabang Bukittinggi yang anggotanya 
mendapat bantuan bedah rumah tersebut.  

Selanjutnya dibentuk Tim Kecil untuk 
mengkordinir pelaksanaan  Bedah Rumah  
tersebut yang bertugas untuk : 

1. Membuat jadwal untuk survey 
bersama; 

2. Melakukan pendataan dan wawancara 
dengan pemilik rumah; 

BERITA DAERAH 

PELAKSANAAN BEDAH RUMAH 

Oleh  :  Atman Wirjon   

IKPLN Daerah Sumatera Barat 
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3. Mengevaluasi dan menetapkan 7 lokasi 
penerima manfaat bedah rumah 
dengan IKPLN Cabang terkai. 

4. Membuat Rencana Anggaran Biaya 
(RAB); 

5. Membuat jadwal pelaksanaan dan 
monitoring; 

6. laksanakan pekerjaan bedah rumah, 
yang dilakukan oleh pihak ketiga; 

7. Mensupervisi pelaksanaan pekerjaan 
bedah rumah, agar sesuai dengan RAB;  

8. Menetapkan jadwal peresmian oleh 
General Manager, apabila bedah rumah 
tersebut sudah selesai; 

9. Membuat laporan pelaksanaan bedah 
rumah. 

Pensiunan atau Anggota yang 
menerima bantuan Bedah Rumah harus 
memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Pensiunan PT. PLN (Persero) di Daerah 
Sumbar diutamakan golongan 1 (satu)  
atau peringkat terendah  pada saat 
yang bersangkutan pensiun; 

2. Memiliki bukti kepemilikan yang sah 
atas tanah dan bangunan yang 
ditempatinya. 

3. Kondisi rumah benar-benar dak layak 
huni dan memprihatinkan;. 

4. Merupakan satu-satunya rumah yang 
dimiliki dan ditempatinya sendiri oleh 
yang bersangkutan; 

5. Tidak mampu untuk membuat dan 
memperbaiki rumah sendiri. 

 Dana bantuan Bedah Rumah 
diserahkan oleh GM PT. PLN (Persero) 
Wilayah Sumatera Barat Ibu Susiana 
Mutia kepada Ketua IKPLN Daerah 
Sumatera Barat Bapak Asril Kalis yang 
didampingi oleh Ibu Asmini Janda Bapak 
Arifin pada saat Peresmian  Rumah bu 
Asmini di Dusun Koto Baru Kecamatan 
Kubang Putih Kabupaten Agam Sumatera 
Barat.  

Seperti tampak pada gambar dibawah 

BERITA DAERAH 
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BERITA DAERAH 

No NAMA /NIPEN A L A M A T MP  
(Rp.) 

NILAI RAB 
(Rp.) 

 1 Yuniar Janda Uyun 
 4068017 R 

Jalaln Andalas Gang 
Teratang Padang 

   623.500    39.267.838 

 2 Agus Rajo Indo 
2747028 R 

Jalan Tj. Saba 
Fitameh  

    83.500    29.060.068 

 3 Dahniar Janda 
Baharuddin Rajo Medan 
2650018 R 

Parak Laweh RT.02 /
RW.VII Padang 

   623.500    29.605.515 

 4 Anas St. Sulaiman 
3566018 S 

Jalan  Merpati III/32 
Air Tawar Padang  

   697.500    40.287.708 

 5 Aminah Itam 
4472008 R 

Jalan Parak Gadang 
Padang 

1.478.000    28.156.390 

 6 Baidar Jd Jasmi 
2847026 R 

Jalan Wak Ketok 
Pisang Padang  

   623.500    38.076.388 

 7 Asmini Jd Arifin 

4265018 R 

Jorong Koto Baru 
Kubang Putiah 
Kabupaten Agam  

   623.500    75.416.401 

   
 J U M L A H          279.870.307 

Khusus untuk Ibu Asmini janda Arifin, 
dibangun 1 unit rumah dengan ukuran 25 
M persegi, sedankan untuk 6 unit lainnya 
pelaksanaan bedah rumah sesuai dengan 
kriteria yang sudah ditetapkan. 

Dengan semangat kebersamaan dan 
bantuan dari Manajemen  PLN, khususnya 

PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera 
Barat, seluruh lokasi bedah rumah 
sebanyak 6 (enam) unit dan membangun 
satu unit rumah dengan  Type 25 M2, 
telah diselesaikan pada tanggal 20 
Desember 2017. ** 

Data 7 Unit Lokasi penerima manfaat Bedah Rumah:  
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Pensiunan yang tergabung sebagai 

anggota di IKPLN Daerah Sumut sebanyak 
2.159 orang (data per 30 Juni 2018), yang 
tersebar di beberapa IKPLN Cabang: 
1. Medan 411 anggota; 
2. Binjai 237 anggota; 
3. Lubuk Pakam 92 anggota; 
4. Pematang Siantar 239 anggota; 
5. Rantau Prapat 52 anggota; 
6. Padang sidempuan 54 anggota; 
7. Sibolga 158 anggota; 
8. Kantor Wilayah Sumut 916 anggata. 

Anggota IKPLN  Daerah Sumut berasal 
dari pensiunan PLN Wilayah Sumatera 

Utara dan Cabang-Cabangnya, seperti 
Proyek Induk Sumatera Utara, Udiklat 
Tuntungan. dan sebagaian pensiunan  
yang kembali ke kampung halamannya di 
Sumatera Utara. 

Sama dengan IKPLN Daerah lain, 
Kegiatan IKPLN Daerah Sumut 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
yang diatur dalam  Anggaran Dasar 
IKPLN Tahun 2018 Pasal 6, Pasal 7 dan 
Pasal 8 antara lain: 
1. Melaksanakan data ulang para 

anggotanya; 
2. Melaksanakan pembayaran uang 

duka; 

BERITA DAERAH 

Foto salah satu kegiatan Pengurus , Peringatan Hari Jadi  IKPLN  ke 17 (08/02/2018) di   
Gedung  Serba Guna   PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMUT  

Mengenal IKPLN Daerah Sumut 

Oleh  :  H. Mhd. Yahya   

IKPLN Daerah Sumatera Utara 
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3. Melaksanakan bedah rumah bagi para 
anggotanya; 

4. Melaksanakan persiapan menjelang 
pelaksanaan IKPLN berbadan hukum; 

5. Melaksanakan pemberdayaan potensi 
anggota yang berintikan pengetahuan, 
pengalaman, dan kearifan agar 
masyarakat berpotensi; 

6. Membangun dan membina hubungan 
sosial dengan berbagai pihak luar.  

Dalam kegiatannya untuk lebih 
mendekatkan diri kepada para anggotanya, 
IKPLN Daerah Sumut melaksanakan 
pertemuan dengan para anggota 
berbentuk pertemuan silaturahim antara 
lain: 
a. Melaksanakan pertemuan silaturahim 

pada peringatan Hari Jadi IKPLN ke 17 
tanggal 8 Februari 2018 di ruangan 
Serba Guna di hadiri  sekitar 200 orang 
sekaligus dalam acara tersebut        
membagikan sembako bagi anggotanya 
yang menerima MP Rp. 1.000.000,-   
kebawah per bulan;   

b. Melaksanakan sosialisasi Anggaran   
Dasar / Anggaran Rumah Tangga IKPLN 
dan perubahan status IKPLN menjadi  
badan hukum, serta sosialisasi oleh 
BTPN yaitu salah satu pemangku  
kepentingan dengan para anggota 
IKPLN pada tanggal  09  Agustus 2018 
di ruangan ASTAKONA PLN Wilayah 
Sumatera Utara yang dihadiri sekitar 
100 orang anggota IKPLN; 

c. Melaksanakan pertemuan dengan para 
anggota IKPLN Cabang / Area dan para 
pengurus untuk konsolidasi           
kepengurusan pada:  
1) Tanggal 06 Maret 2018 di IKPLN 

Cabang Medan dan Binjai; 
2) Tanggal 08 Maret 2018 di IKPLN 

Cabang Lubuk Pakam dan Pematang 
Siantar; 

3) Tanggal 27 s/d 28 Maret 2018 di 
IKPLN Cababg Rantau Prapat,            
Padang Sidimpuan dan Sibolga; dan  

4) Tanggal 28 April 2018 di IKPLN 
Ranting Brastagi. 

Semoga berita ini bermanfaat bagi  
para pembaca sekalian .** 

BERITA DAERAH 

Memberikan bantuan sembako   Acara sosialisasi bersama   

-Melaksanakan sosialisasi Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga IKPLN sesuai   
 rencana IKPLN berbadan hukum, dan sosialisasi oleh BTPN yaitu salah satu pemangku  
  kepentingan dengan para anggota IKPLN yang dilaksanakan tanggal  09 Agustus 2018 
di   ruangan ASTAKONA PLN Wilayah Sumatera Utara yang di hadiri oleh ± 100 orang 
   anggota IKPLN. 
 -Melaksanakan pertemuan dengan para anggota IKPLN Cabang / Area dan para  
  pengurus untuk koasolidari kepengurusan yang diperlukan antara lain:  
  Tanggal 06 Maret 2018 di IKPLN Cabang Medan dan Binjai 
 Tanggal 08 Maret 2018 di IKPLN Cabang Lubuk Pakam dan Pematang Siantar 
 Tanggal 27 s/d 28 Maret 2018 di IKPLN Cababg Rantau Prapat , Padang Sidimpuan dan Sibolga 
 Tanggal 28 April 2018 di IKPLN Ranting Brastagi. 
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BERITA DALAM FOTO 

SEHAT DENGAN “LTK” 

Tanggal 15 Juli 2018  di Silang MONAS Jakarta Pusat, diikuti sekitar 800 orang  termasuk  peserta dari 
Lampung Utara, Bandung, Cirata dan Surabaya. 

Pensiunan yang mengikuti gerak peraga dalam pengenalan LTK di Cabang Jagja tanggal 24 Agustus 2018 

 

Pembukaan Sasana Ling Tien Kung Purwokerto, tanggal 16 September 2018 di Kantor PLN APP 
Purwokerto , diikuti oleh 101 peserta yang terdiri dari Pensiunan PLN Purwokerto dan masyarakat luar 

PLN Dipandu oleh 8 instruktur dari Jakarta dan 2 instruktur dari Surabaya. 

edisi Okt - Des 2018 38 



BERITA DALAM FOTO 

Pensiunan PLN korban gempa Lombok 

Keluarga Pak Wajo Yosep salah satu korban 
terdampak gempa Lombok di Alas Sumbawa 

Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan  bagi 
pensiunan &keluarga di tenda tinggal sementara  

Bedah Rumah bagi  Anggota IKPLN Daerah Sumbar 

Rumah Keluarga Pak Agus Rajo Indo sebelum 
dan sesudah diperbaiki  

Program Rumah Sehat IKPLN Daerah Jakarta Pusat Pusat 
Dana Bantuan YBM Pusdiklat 

Rumah keluarga ibu Fatimah jd. Memed  
anggota IKPLN Cabang Pusdikla 

pada saat peresmian     

Rumah keluarga ibu Rillah jd. Bedjo  
anggota IKPLN Cabang Pusdikla 

pada saat peresmian     
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Hoax ini tidak hanya berkembang di 

bidang politik, entertaintment namum 
berkembang di semua lini seperti 
keuangan, bidang sosial bahkan 
kesehatan. Bayangkan jika hoax 
kesehatan ini terus berkembang tanpa 
diketahui oleh masyarakat awam 
tentunya akan berakibat fatal.  

Memang kenyataannya sudah ada 
korban haox kesehatan namun biasanya 
tidak teridentifikasi atau tidak tercatat 
dengan jelas.  

Untuk itu mari kita sama sama 
mengenali mana yang berita sebenarnya 
dan mana yang hoax di bidang kesehatan. 

Oleh:  Dr.Enrico Djajasuminta, MARS,- Medical Advisor PLN Disjaya 

INFO KESEHATAN 

HOAX KESEHATAN  

Beberapa tahun 
belakangan ini hoax mulai 
marak beredar. Hal ini 
sangat berkaitan erat  
dengan perkembangan 
pesatnya sosial media di 
dunia maya.  

 Banyak sekali definisi hoax namun kita 
ambil yang praktis saja yaitu berita yang 
seolah olah benar namun sebenarnya 
bohong. Atau yang paling mudah kita 
melihat di mbah google di komputer ato di 

HP kita disana dikatakan segala informasi 
yang tidak benar atau berita bohong 
(wikipedia). Pemberitaan hoax ini biasa 
dilakukan sengaja oleh pelaku dengan 
maksud tertentu. 

Apa itu hoax?  

Bagaimana kita mengenali ciri-ciri hoax? 

 Biasanya berita hoax itu 
memberitakan tentang sesuatu yang 
membuat kita was-was atau 
mencemaskan bahkan kadang-kadang 
menakutkan. 

Dalam pemberitaan atau artikel atau 

tulisan hoax kesehatan biasanya 
menggunakan kata-kata harus  atau pasti 
atau tidak boleh dll yang intinya 
menekankan pentingnya sesuatu 
informasi yang akan disampaikan oleh si 
penulis. 

40 edisi Okt - Des 2018 



 Bahkan yang sering terjadi adalah 
berita tersebut  tidak disertai bukti 
penelitian ilmiah biasanya disertai oleh 

testimoni-testimoni atau sumber 
keilmuan yang tidak jelas.   

INFO KESEHATAN 
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Bagaimana cara mengantisipasinya? 

1. Baca dengan teliti 
Dibawah ini ada beberapa contoh berita hoax yang beredar di sosial media. 
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Untuk mencari literatur yang 
terpercaya alangkah baiknya kita rajin 
membuka di google dan jangan lupa 
berdiskusi dengan ahlinya dan menanyakan 
literatur mana yang dapat dipegang (karya 

ilimiah) berkaitan dengan topik yang 
kita baca. 

Berikut saya berikan petunjuk praktis 
untuk mengetahui hoax atau bukan dan 
dapat berdiskusi di forum anti hoax/   
bergabung dengan Group Diskusi/
Komunikasi Anti Hoax, yaitu: 

 Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax 
(FAFHH) facebook.com/groups/fafhh/, 
facebook.com/mafindoid; 

 Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster  
facebook.com/IndoHoaxBuster 

 Fanpage Indonesian Hoaxes 
facebook.com/IndonesianHoaxes/ 

 Group Sekoci 
facebook.com/groups/icokes/ 

 

Demikian semoga manfaat.**  

INFO KESEHATAN 

2. Cari literatur lain yang terpercaya 
(karya ilmiah) 

3. Jangan malas untuk mencari tahu 
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Mentari pagi 4 Agustus 2018 melem-

parkan senyumnya membagi kehangatan 
kepada para Senior PLN yang tergabung 
pada IKPLN Cabang Yogyakarta.  

Semua tampak ceria mengenakan     
seragam baru, kaos berwarna hijau pekat. 
Pelataran Candi Prambanan yang luas 
dengan rumput yang hijau, tampak 
berseri, menerima kegiatan SBO (Spiritual 
Budaya dan Olah Raga) para anggota 
IKPLN Cabang Yogyakarta  yang berjumlah 
sekitar 200 orang, terdiri dari ibu-ibu dan 
bapak-bapak.  

Meskipun kegiatan SBO tersebut 
secara regular dijalankan, akan tetapi pagi 
itu terasa ada nuansa yang berbeda,     

menyebarkan aroma yang lebih harum, 
karena panitya meniatkan mem-
perkenalkan “sehat mandiri” atau “olah 
sehat” yang disebut Ling Tien Kung (Ilmu 
Titik Nol) disingkat LTK. Tidak tangung 
tanggung Tim LTK dari “Sasana LTK 
Peduli Sehat” -  IKPLN Pusat- dihadirkan 
guna memperkenalkannya. 

Sasana LTK Peduli Sehat yang        
berumur hampir 2 tahun mengirim    
Pengurus intinya yaitu ibu Hariyanti dan 
ibu Mulyati guna mempraktekkan 
gerakan yang pada intinya sederhana 
yaitu “empet2 anus” tapi hakekatnya 
mengaktifkan energy yang berada dalam 
tubuh manusia.  

PERKENALAN  LTK DI IKPLN CABANG YOGYAKARTA 

Taman Candi Prambanan Jadi Saksi 
Oleh: Hizban Achmad 

INFO KESEHATAN 
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Tubuh manusia ibarat AKI perlu di 
charge agar segar dan sehat kembali.  

Konsepnya, “Pusar” adalah kutub 
negative dan “Anus” adalah kutub positif 
maka dengan gerakan empet2 tadi      
ibaratnya tubuh di charge, diisi kembali 
energinya.  

Sekitar jam 07.30 acara resmi dibuka 
oleh Ketua IKPLN Cabang Yogya               
Bp Muhadi  dan disambut Manager PLN 
Area Yogya, Bp Erick. Selanjutnya di-
sambung Ketua Sasana LTK Peduli Sehat,       
Bp Hizban Achmad yang mengupas     
sedikit manfaat LTK dimaksud, yaitu 
mengupayakan hidup lebih sehat,      
mengobati yang sakit, mengurangi     
konsumsi obat, yang pada gilirannya 
mengurangi biaya kesehatan.  

Hal itu sesuai motto LTK, Hidup 
Sehat, Tanpa Obat, Tanpa Alat dan 

Tanpa Ragat. Kegiatan diakhiri  dengan 
himbauan agar kiranya bisa dibentuk 
Sasana LTK di Yogyakarta dalam waktu 
dekat. 

Disisi lapangan dibawah pohon     
beringin yang teduh, terlihat ibu-bu 
berkerudung sangat apik sedang           
menyiapkan berbagai sajian makanan. 

Meskipun dari arena nampak         
aktifitas tersebut, akan tetapi tidak  
mengurangi focus peserta mengikuti  
instruktur LTK, yaitu pak Ali (Pengurus 
LTK Jabodetabek) dibantu anggota dari 
salah satu Sasana LTK di Klaten. Sungguh 
membanggakan, semua peserta tekun, 
tahap demi tahap mengikuti gerakan 
dengan serius 

Acara kenal LTK berakhir di sekitar 
pukul 9 pagi.    

Tim dari Sasana Peduli Sehat IKPLN  Pusat, Pengurus LTK Jabodetabek  
dan dari Sasana Klaten berfoto sejenak 

INFO KESEHATAN 
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Pengenalan LTK di Prambanan, 
dilanjut dengan penjelasan Pengaruh   
positif Tiap Gerakan LTK Dalam Tubuh 
Manusia oleh Dokter Indra Djaman  di 
Auditorium PLN Area Yogyakarta pada 
tanggal 24 Agustus 2018.   

Dokter Indra begitu beliau disapa, 
adalah Ketua Sasana LTK Masjid Raya  
Bintaro Jaya, Jakarta, berprofesi sebagai 
dokter spesialis Penyakit Dalam.   

Beliau serius mendalami LTK 
berangkat dari pengalaman            
penyembuhan atas sakit yang diderita 
beliau sendiri .  

Manajer PLN Area Yogyakarta,           
Bp Erick, berkenan membuka Pertemuan 

disiang hari itu yang dihadiri para 
pensiunan dan beberapa pegawai aktif 
berkisar 50 orang,  

Dalam kesempatan itu bp. Erick 
secara simpatik menyatakan membuka 
Sasana LTK di PLN Area Yogyakarta 
bagi pegawai aktif dan pensiunan.  

Beberapa pensiunan dari Semarang 
yang sudah melaksanakan LTK selama 
hampir 6 bulan juga hadir. Jelaslah bah-
wa kehadiran mereka ini menyemangati 
para pensiunan di Yogyakarta.  

Semoga IKPLN Daerah maupun IKPLN 
Cabang yang lain tergerak untuk 
menggulirkan LTK didaerahnya masing-
masing.** 

Bp Ali Al Basyah selaku Pengurus LTK Jabodetabek,  juga ibu Hariyanti selaku Pengurus 
LTK IKPLN Pusat, mendampingi dokter Indra,                                                                              

bertindak sebagai peraga untuk tiap gerakan LTK. 

INFO KESEHATAN 
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Tenaga Listrik mulai dipakai di 

Indonesia kira-kira pada Tahun 1880 di 
Perkebunan Belanda. Pemakaian Tenaga 
Listrik kemudian berkembang ke kota-kota 
besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung 
dan Medan, dan dikelola oleh perusahaan-
perusahaan Listrik Swasta Belanda seperti 
ANIEM, OGEM, GEBEO dan WEMI.   

Pada Tahun 1942 pecah Perang Dunia 

ke 2, Indonesia diduduki oleh Tentara 

Jepang setelah Pemerintah Hindia 
Belanda menyerah kepada Tentara 
Jepang. Pendudukan oleh Tentara Jepang 
berlangsung mulai Februari 1942 sampai 
Agustus 1945. Selama Pendudukan 
Jepang pengelolaan Tenaga Listrik 
dilaksanakan oleh Pemerintah 
Pendudukan Jepang dan praktis tidak ada 
suatu perkembangan mengingat 
suasananya adalah suasana perang.  

 “Tulisan ini disusun dalam rangka 

memperingati Hari Listrik 

Nasional ke 73 sesuai permintaan 

pengurus IKPLN Bapak Ir. Muljo 

Adji AG, Pemimpin Redaksi IKPLN 

News untuk di terbitkan dalam 

Buletin IKPLN News Edisi – 4”.  

Oleh : Ir Djiteng Marsudi 

SERBA SERBI 

I. PLN dalam masa Kolonial Belanda dan Pendudukan Jepang  

II. Era Proklamasi Kemerdekaan  

Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia 
memproklamirkan Kemerdekaan.  

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan 
Pemerintah Jepang menyerah kepada 
sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. 

Sebelum Jepang menyerah kepada 
sekutu bom atom dijatuhkan di 
Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 
dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 
1945. 
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 Pada era Proklamasi Kemerdekaan 
walaupun Jepang telah menyerah kepada 
sekutu namun secara de facto tentara 
Jepang masih menguasai Indonesia. 
Sekitar bulan Oktober 1945 tentara 
sekutu dalam hal ini tentara Inggris 
mendarat di Surabaya dan terjadilah 
serah terima kekuasaan dari tentara 
Jepang kepada tentara Inggris.  

Disisi lain sebagai kelanjutan dari 
Proklamasi 17 Agustus secara spontan 
para pemuda Indonesia melalui berbagai 
laskar menyatakan dukungannya pada 
Proklamasi 17 Agustus 1945.  

Gerakan laskar-laskar yang 
mendukung kemerdekaan kemudian 
diorganisir menjadi Tentara Keamanan 
Rakyat (TKR) yang merupakan embrio dari 
TNI, hal ini terjadi pada tanggal 5 Oktober 
1945. Selanjutnya tanggal 5 Oktober 

diperingati sebagai hari Angkatan 
Bersenjata.  

Di bidang Tenaga Listrik, pada tanggal 
27 Oktober 1945 dibentuk Jawatan Listrik 
dan Gas yang dipimpin oleh Ir. Safwan, 
Ayahanda dari Sdr. Akhmad Djiddan 
Safwan (pensiunan pegawai PLN Distribusi 
Jaya yang beberapa bulan lalu meninggal). 
Jawatan Listrik dan Gas adalah instansi 
yang mengelola Ketenagalistrikan selama 
era Proklamasi.  

Dengan diserahkannya kekuasaan 
Tentara Jepang kepada Tentara Inggris 
yang mewakili sekutu terjadilah 
pertempuran antara sekutu dan laskar-
laskar pemuda yang mendukung 
Proklamasi yang kemudian diberi wadah 
sebagai TKR. Pertempuran ini timbul 
karena Tentara Inggris berkehendak 
melucuti senjata laskar-laskar dan TKR.  

III. Era Perang Kemerdekaan  

Pada permulaan Tahun 1946 Belanda 
datang kembali ke Indonesia dan sekutu 
(Inggris) menyerahkan kekuasaan kepada 
Belanda.  

Belanda menganggap Republik 
Indonesia yang diproklamirkan oleh  
Soekarno - Hatta pada tanggal 17 Agustus 
1945 tidak sah.  

Belanda menganggap Indonesia adalah 
daerah jajahannya sehingga terjadilah 
konflik antara pemerintah Belanda (NICA) 

beserta tentaranya melawan Republik 
Indonesia dengan TKR nya. Konflik ini 
merupakan era perang kemerdekaan yang 
diselingi dua kali gencatan senjata yang 
menghasilkan Perjanjian Linggar Jati dan 
Perjanjian Renville.  

Kedua perjanjian ini beserta gencatan 
sejatanya dilanggar oleh Belanda yang 
melanjutkan agresinya sampai ke 
Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 
1948.  
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Selama era perang kemerdekaan di 
daerah yang diduduki kembali oleh 
Belanda Tenaga Listrik dikelola kembali 
oleh perusahaan-perusahaan swasta 
Belanda seperti ANIEM, OGEM, GEBEO 
dan lain-lain sedangkan di daerah yang 
dikuasai Pemerintah Republik Indonesia 
Tenaga Listrik dikelola oleh Jawatan Listrik 
dan Gas.  

Era perang kemerdekaan berakhir 
dengan ditandatanganinya Perjanjian 

Konferensi  Meja Bundar pada tanggal 27 
Desember 1949, dimana Pemerintah 
Belanda menyerahkan kedaulatan pada 
Pemerintah Republik Indonesia yang 
meliputi daerah bekas Hindia Belanda 
kecuali Papua yang akan diserahkan satu 
tahun kemudian.  

Walaupun kedaulatan telah 
diserahkan oleh Belanda kepada Republik 
Indonesia perusahaan-perusahaan Listrik 
swata Belanda masih diperbolehkan 
beroperasi di Indonesia.  

IV. Pembentukan Perusahaan Listrik Negara 

Dalam Perjanjian Konferensi Meja 
Bundar disebutkan bahwa Pemerintah 
Belanda akan menyerahkan Papua setahun 
kemudian terhitung sejak Perjanjian 
Konferensi Meja Bundar ditandatangani, 
tetapi ternyata Pemerintah Belanda ingkar. 

Presiden Soekarno pada tahun 1957 
menyatakan dimulainya perjuangan 
merebut kembali Irian Barat (Papua). 
Langkah pertama dari perjuangan merebut 
kembali Irian Barat adalah mengambil alih 
perusahaan-perusahaan Belanda yang 
beroperasi di Indonesia termasuk 
perusahaan-perusahaan Listrik seperti 
ANIEM, OGEM dan lain-lain.  

Perusahaan-perusahaan listrik Belanda 
yang diambil alih ini kemudian bernama 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jawa 
Timur, PLN Jawa Barat, PLN Jawa Tengah 
dan lain-lain. Pada tahun 1958 berbagai 
PLN ini dikonsolidasi menjadi PLN 
seluruh Indonesia yang merupakan 
embrio dari PLN yang sekarang kita 
miliki. PLN yang dibentuk pada tahun 
1958 status hukumnya adalah 
Perusahaan Umum (Perum).  

Dari uraian diatas terlihat bahwa 
perkembangan PLN tidak lepas dari 
perkembangan politik yang terjadi di 
negara kita.  

Pada tahun 1994 PLN statusnya 
dirubah dari Perusahaan Umum (Perum) 
menjadi Perseroan Terbatas (Persero/
PT).  
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Perubahan status ini diperlukan agar 
PLN mempunyai fleksibilitas bisnis yang 
lebih baik karena dengan status 
Perseroan Terbatas (PT), PLN dapat :  

1. Membentuk anak perusahaan;  
2. Membentuk anak perusahaan dan 

melakukan usaha patungan dengan 
perusahaan lain;  

3. Dapat menjual saham perusahaan 
atau saham anak perusahaan ke 
pasar modal.  

Pada tahun 1993 dibentuk Yayasan 
Pendidikan dan Kesejahteraan PLN dengan 
modal sekitar 37 Milyar Rupiah. Modal ini 
adalah 10% dari akumulasi dividen PLN 
yang dikembalikan oleh pemerintah 
(perintah Menteri Keuangan) dengan 
harapan oleh PLN digunakan untuk 
kegiatan sosial dan pendidikan. 

Yayasan Pendidikan dan 
Kesejahteraan (YPK) PLN selanjutnya 
mendapat hibah dari PLN berupa limbah.  

Aset YPK PLN sampai saat ini 
mencapai kira-kira 430 Milyar Rupiah. 
Pelaksanaan kegiatan Sosial dan 
Pendidikan PLN antara lain berupa :  
a. Pembentukan 26 anak perusahaan  
b. Pendirian Sekolah Tinggi Teknik PLN  
c. Kegiatan-kegiatan sosial lainnya  

Sebagai Persero PLN mulai dengan 
membentuk anak Perusahaan 
Pembangkitan yaitu Pembangkitan Jawa 
Bali 1 (PJB 1) dan Pembangkitan Jawa 
Bali 2 (PJB 2). PT PJB 1 kemudian 
berubah nama menjadi PT Indonesia 
Power, PT PJB 2 berubah menjadi PT PJB. 

Dalam perkembangan selanjutnya 
PLN juga membentuk berbagai anak 
perusahaan patungan.  

V. Tantangan Kedepan  

Salah satu tantangan PLN ke masa 
depan adalah keharusan memanfaatkan 
sumber-sumber Energi Baru dan 
Terbarukan antara lain :  

1. Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS)  
2. Pusat Listrik Tenaga Bayu (PLTB)  
3. Pusat Listrik Tenaga Mikro Hidro 

(PLTMH)  

Dengan pemanfaatan sumber-
sumber energi baru dan terbarukan PLN 
harus mampu mengurangi pemakaian 
bahan bakar konvensional seperti       
batu bara dan BBM. **  
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 Perusahaan Retail memiliki opsi untuk 
membuat kontrak jangka pendek atau 
jangka panjang pembelian tenaga listrik 
dengan Perusahaan Pembangkit, atau 
membeli secara spot market dari bursa 
pasar tenaga listrik yang dikelola oleh 
Power Pool, atau gabungan dari keduanya.  

Dengan struktur pasar demikian, maka 
pasar penjualan tenaga listrik oleh 
Perusahaan Pembangkit dan Perusahaan 
Retail adalah pasar kompetitif, sedangkan 
Perusahaan Transmisi serta Perusahaan 
Distribusi merupakan perusahaan-
perusahaan yang bersifat “natural 
monopoly”.  

Dengan latar belakang inilah, PLN yang 
sudah berubah bentuk menjadi Persero 

pada saat itu, pada akhir 1995 
membentuk 2 Anak Perusahaan 
Pembangkit yaitu: PT. PLN Pembangkitan 
Jawa-Bali I (sekarang menjadi PT. 
Indonesia Power) dan PT. PLN 
Pembangkitan Jawa Bali II (sekarang 
menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa Bali 
atau PJB). 

Sementara itu, Pemerintah bersama 

DPR menyiapkan Undang-Undang 
Ketenagalistrikan yang baru yaitu, UU 
Ketenagalistrikan No.20 Tahun 2002, 
untuk membentuk struktur pasar 
“multi buyer multi-seller” 

menggantikan UU Ketenagalistrikan 
No.15 Tahun 1985.  

Oleh : Ir Adhi Satriya 

Periode: Tahun 1994 sampai Tahun 1998 
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menjadi Persero. Pada saat bersamaan, struktur pasar 
ke-tenagalistrikan di dunia yang dipelopori oleh 
Inggris (UK), mengalami perubahan dari vertically 
integrated utility” menjadi “muli-buyer – multi-seller” 
market structure. 

Pada struktur pasar ini fungsi penyediaan listrik 
dipecah menjadi 4 kelompok usaha, yaitu: Perusahaan 
Pembangkit, Perusahaan Transmisi, Perusahaan 
Distribusi dan Perusahaan Retail.  
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  Namun oleh gugatan berbagai pihak, 
maka Mahkamah Konstitusi 
membatalkan UU Ketenagalistrikan 
Nomor 20 Tahun 2002 tersebut dalam 
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang 
terbuka untuk umum pada tanggal 14 
Desember 2016, sehingga struktur pasar 
tenaga listrik di Indonesia tetap 
berbentuk seperti sekarang berupa 
“vertically integrated company/utility”. 

Sebagai konsekuensinya, maka jual 

beli tenaga listrik kepada PLN oleh Listrik 
Swasta (IPP) dilakukan melalui Power 
Purchase Agreement (PPA) sebagaimana 
berlangsung saat ini dengan segala 
permasalahannya.  

Sementara pada “multi-buyer multi 
seller” market structure, seluruh risiko 
investasi yang dilakukan oleh pihak swasta 
(IPP) ditanggung sendiri oleh pihak IPP 
tanpa memerlukan adanya jaminan apa 
pun dari Pemerintah. 

Periode Tahun 1998 - 1999 

Pada masa ini, Indonesia mengalami 
krisis moneter dan krisis ekonomi, 
sehingga biaya pokok produksi PLN 
meningkat dengan tajam karena pinjaman 
PLN sebagian dalam valuta asing. 
Kewajiban PLN kepada Listrik Swasta (IPP) 
baik yang sudah beroperasi maupun yang 
masih dalam tahap konstruksi segera akan 
membebani keuangan PLN karena kontrak 
jual beli listrik dinyatakan dalam mata 
uang USD. 

Menghadapi kondisi yang sangat berat 
ini, maka PLN dan Pemerintah 
merumuskan 3 Strategi dan              
Program  Penyelamatan PLN melalui:  

1. Rasionalisasi; 
2. Kontrak Listrik Swasta; 
3. Restrukturisasi Keuangan, dan  
4. Program Efisiensi Perusahaan untuk 

menghasilkan penghematan biaya 
produksi listrik dalam waktu singkat 
(Early Wins).  

Program Rasionalisasi Kontrak Listrik 
Swasta disepakati bersama Pemerintah 
untuk mencari solusi komersial, namun 
apabila kesepakatan tersebut tidak dapat 
dicapai, maka PLN diijinkan 
menggunakan hak hukumnya untuk 
melindungi kepentingan masyarakat 
pengguna listrik serta PLN.  

Namun pergantian Pemerintaahan 
yang terjadi pada saat itu, tidak 
melanjutkan strategi penanganan yang 
dilakukan di masa Pemerintahan 
sebelumnya (Pemerintahan Presiden B.J. 
Habibie), sehingga program tersebut 
tidak berlanjut, dan memilih out-off court 
solution. 
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SUMBANG SARAN 

RUPTL (Rencana Umum Penyediaan 
Tenaga Listrik) pada saat ini masih 
menganut pendekatan Demand Driven 
Development.  

Konsep pengembangan ekonomi 
seperti ini, menghasilkan pertumbuhan 
ekonomi dan industri yang terpusat di 
Pulau Jawa.  

Sementara itu, sumber energi primer 
khususnya tenaga air dan panas bumi 
yang sangat besar, berada di luar Pulau 
Jawa (seperti: Sumatera, Kalimantan, 
Sulawesi, Maluku, Papua). Potensi kedua 
sumber energi terbarukan di Indonesia 
adalah sebagai berikut: Tenaga air sebesar 
75.000 MW dan panas bumi sebesar 
30.000 MW.  

Namun demikian, karena masalah 
“mismatch” antara lokasi potensi dengan 
lokasi demand, maka pemanfaatan kedua 
potensi energi terbarukan tersebut saat 
ini baru mencapai 7% saja, sementara 
93% lainnya belum dimanfaatkan.  

Kondisi ini perlu disiasati dengan 
sebuah ide terobosan yang cerdas  
(smart idea) melalui pengembangan 
ekonomi “menciptakan kebutuhan 
listrik” untuk memanfaatkan kedua 
potensi energi terbarukan berlimpah 
yang masih belum dimafaatkan tersebut 
yang disebut konsep Demand Creation. 
Development.  

Adapun ide terobosan dimaksud, 
adalah menggabungkan rencana 
pengembangan potensi industri 
unggulan yang kompetitif pada masing-
masing daerah dengan memanfaatkan 
potensi tenaga air dan panas bumi 
sebagai sumber pasokan tenaga listrik 
bagi kawasan industri dan kawasan 
ekonomi dengan prasarana terkait yang 
direncanakan akan dibangun 
(Renewable Energy Based Industrial/
Economic Development, atau disingkat 
REBID/REBED).  

 

Harapan Masa Depan 
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 Manfaat yang bisa diperoleh 
sangatlah banyak, antara lain adalah:  

1. Pengembangan industri dan ekonomi 
yang berkelanjutan di beberapa 
tempat di Indonesia; 

2. Pembangunan beberapa sentra/
hubungan untuk berbagai macam 
industri; 

3. Terjadi sinergi kegiatan ekonomi 
sebagai mata rantai industri hingga 
pemasarannya; 

4. Menciptakan lapangan pekerjaan dan 
pemberantasan kemiskinan; 

5. Peningkatan pendapatan negara 
(Devisa dan Pajak); 

6. Terciptanya sentra/hubungan antara 
hunian dan kawasan perkantoran yang 
terintegrasi; 

7. Pengembangan sumber daya manusia 
melalui Gelombang Transmigrasi Era 
ke-2, baik untuk skilled labor maupun 
unskilled labor;  

8. Terciptanya inovasi yang berkelanjutan 

melalui terbentuknya lembaga riset/
penelitian yang berkelanjutan.  

RUKN (Rencana Umum 
Ketenagalistrikan Nasional) sebagai 
dokumen perencanaan Pemerintah 
Pusat, seyogyanya memuat rencana 
termasuk berbagai kebijakan 
Pemerintah yang diperlukan untuk 
mengembangkan industri padat energi 
berbasis energi terbarukan namun, 
dimana hal ini belum tercakup di dalam 
RUPTL.  

Untuk merelalisasikan ide ini, 
diperlukan koordinasi dan sinergi antar 
Kementerian (koordinasi lintas sektoral). 
Dalam konsep Demand Driven 
Development, koordinasi cukup 
dilakukan antara PLN dengan 
Kementerian ESDM. 

Namun untuk merencanakan REBID/
REBED, institusi Pemerintahan lainnya 
perlu dilibatkan untuk dapat 
menerapkan konsep Demand Creation 
Development.  
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  Dalam konteks ini, BAPPENAS adalah 
Lembaga Pemerintah yang paling tepat 
untuk melakukan tugas ini melalui 
koordinasi lintas Kementerian yang 
terlibat di dalamnya  seperti: Kementerian 
Perindustrian, Kementerian PUPR, 
Kementerian Lingkungan Hidup, 
Kementerian Kehutanan, Kementerian 
Pariwisata, Kementerian Pertanian, 

Pemerintah Daerah dan Lembaga 
Pemerintah lainnya yang berkaitan 
dengan rencana ini.  

Apabila diperlukan adanya 
Perundangan serta Regulasi baru untuk 
mewujudkan rencana REBID/REBED, 
maka dukungan Lembaga Legislatif (DPR) 
perlu diikut sertakan untuk 
merumuskannya. **  
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Bulan Januari, Februari. Laut begitu 

sunyi. Sepi tanpa transportasi. Pelayaran 
terhenti, pasokan sembako ikut terhenti. 
Non sembako apalagi. Akhir Februari, saat 
inspeksi, banyak kapal menepi. Ombaknya 
tinggi. Kapal itu, rutenya Kupang - Rote. 

Flashback. Kini ingat... Membangun PLTS 
Raijua, sulit sekali. Pembangkit Tenaga 
Surya 200 kW, saat itu, sudah selesai. 
Material distribusi, siap diangkut ke lokasi. 
Tapi, ini, larangan berlayar. Harus bersabar 
sampai Februari berlalu. Juga Maret dan 
April.  

Nah. Bulan Mei dan Juni, laut membaik. 
So, saya kembali. Untuk saksikan listrik 

dibagi. jaringan distribusi dan 
sambungan rumah, kini rapi. Uji sistem, 
berhasil dilalui. Selesai 6 bulan sejak 
tugas itu diberi. Satu bulan lebih dini.  
Hasil yang melampaui ekspektasi. "Siap 
diresmikan", lapor GM.  

Bupati akan dampingi. perjalanan 
panjang itu pun dimulai. Mobil start dari 
rumah, pukul 4 pagi. Ke Bandara Sukarno 
- Hatta. Take off by Garuda pukul 07.00 
WIB. Terbang dua jam. Landing, di 
Ngurah Rai, Denpasar.   

Terbang lagi dengan pesawat itu juga. 
Landing di Bandara  El Tari. Kupang. 
Makan siang bersama GM dan pegawai. 

Oleh: Vickner Sinaga, IR, MM  
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Pukul 15.00 WITA, terbang lagi.  
Pesawat ber mesin tunggal. Penuh, isi 12 
penumpang. Selang  sejam, mendarat di 
SEBU. Ibukota Kabupaten Sabu - Raijua. 
Terima ulos khas NTT dari Ketua DPRD dan 
Bupati. Naik mobil, ke Dermaga, meniti 
sebilah papan,  turun ke Kapal. Kapal 
Motor. "Rahmat.Surya". Biasanya untuk 
membawa barang dan hewan. 

Duduk di kursi lipat, lainnya bersandar 
di sisi kapal. Adzan Magrib sudah 
berkumandang, tiga jam di laut Samudera 
Hindia. 

Pukul 20.30 WITA, merapat di Pulau 
Raijua. Berbatasan dengan Australia. Hm.. 
kemana lagi?. Itu diatas bukit. Ada titik 
lampu. Berapa jauh ?. Empat kilometer. 
Jalan kaki ?. Bukan. Naik TRUK. Saya dan 
Bupati naik di belakang.  

Tiba dilokasi, lama sekali. Sejam. Jalan 
dari bongkahan batu. Tak teratur. Belum 
jadi. Ditinggal pergi. Konon, Kontraktor 
mengaku rugi. Separuh penduduk kota ini, 
MISKIN. Bukan karena malas atau kurang 
gigih. Tapi, hujan hanya turun 2 bulan 
setiap tahun. Itupun sesekali. 

Instalasi diresmikan pukul 21.30 s/d 
22.30 WITA. Dilanjut makan malam,      

nasi Sorgum. Kembali ke Kapal, makin 
malam, ombak makin ganas, hingga 5 
meter tingginya. Kini juga ada Badai. 
Speedboat pengawal kadang muncul, 
kadang hilang dari pandangan. Konon, 
Selat dengan arus laut paling deras,       
se Nusantara. Lantai kapal kemasukan  
air. Tiris kembali, dibuai ombak 

Mabuk laut.?. Letih ? So pasti... Salut 
dan terima kasih, ucap Bupati.            
PLTS 200 kWp, cukup untuk ibu kota 
kecamatan itu. Tapi, semua lampu, harus 
LED. Hemat energi.  

Merapat kembali di Sabu sudah pukul 
dua pagi.Total 22 jam. Lewat. DARAT, 
UDARA, LAUT. Transportasi CANGGIH, 
KONVENSIONAL sampai TRADISIONAL. 

Selang tiga hari. HP berbunyi. Bang Al 
Hilal Hamdi, dulu Komut kami, ucapkan 
Appresiasi. Tim yang solid dengan gigih 
berhasil terangi Itu Beranda Negeri. Bila 
niat suci, badai pun tak bisa 
menghalangi.  

Tapi, mimpi belum usai, jangan 
berhenti. Bumi pertiwi itu menanti, 
"Nurani melayani". Hingga semua Ujung 
Negeri terlistriki (**) 

SERBA SERBI 

57 edisi Okt - Des 2018 



Bencana alam kembali mengguncang bumi pertiwi Indonesia, setelah 
gempa bumi melanda Lombok pada akhir Juli 2018.  Kembali bangsa    

Indonesia berduka dengan banyaknya korban yang terjadi pada bencana 
gempa, tsunami dan benaman lumpur yang melanda Palu Donggala dan 

sekitarnya pada akhir September  2018.   

Diperkirakan ribuan orang yang tewas, ribuan orang yang hilang dan 
ribuan orang yang cedera serta ribuan orang yang mengungsi.       

Sampai saat ini belum dapat terdata anggota IKPLN yang berdomisili di 
daerah bencana. Situasi masih belum kondusif,  penanganan bencana 

masih dalam tahap darurat. 

BENCANA PALU DONGGALA 

Semoga 
bantuan moril 
maupun mate-
riel dari          
seluruh angota 
IKPLN dapat 
segera ter-
sampaikan 
dan mendapat  
imbalan yang 
berlipat dari  
Tuhan Yang  
Maha  
Pengasih dan   
Penyayang,      
Aamiin .. 
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